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ABSTRAK 
NAMA : RIFKAH SHAFAR 
NIM  : 10200113164 
JURUSAN : Ekonomi Islam 
JUDUL : TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP SISTEM 
APPATTIMORO’ (Studi Kasus Pada Petani di Kelurahan Campaga 
Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng) 
Penelitian ini berfokus pada beberapa masalah yaitu: bagaimana pelaksanaan 
sistem appattimoro, di Kelurahan Campaga Kecamatan Tompobulu Kabupaten 
Bantaeng? bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan sistem 
appattimoro’ di Kelurahan Campaga Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng?. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan sistem appattimoro’ 
di Kelurahan Campaga Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng dan untuk 
mengetahui pandangan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan appattimoro’ di 
Kelurahan Campaga Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng. 
Jenis penelitian ini tergolong penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian 
yang digunakan adalah: Pendekatan studi etnografis dan normatif. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Lalu  teknik pengolahan dan 
analisis yang digunakan adalah Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan 
Kesimpulan. 
. Hasil penelitian ini adalah Perjanjian appattimoro’ tersebut pada awal 
ucapannya adalah meminjam uang, tetapi setelah melalui proses ternyata utang uang 
tersebut tidak dibayar dengan uang, melainkan dibayar dengan buah kopi dengan 
standar ukuran perliter, dan harga sesuai dengan uang yang dipinjamkan oleh 
pattimoro’. Uang tersebut diminta duluan oleh petani, sedangkan buah kopi diberikan 
oleh pattimoro’ pada musim panen. Dalam perjanjian appattimoro’ tersebut menurut 
pandangan Islam adalah sah, dan termasuk jual beli salam yaitu jual beli barang 
pesanan diantara pembeli (muslam) dengan penjual (muslam ilaih) dengan spesifikasi 
dan harga barang pesanan disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan 
dimuka secara penuh. Namun dalam akad tersebut terdapat tambahan 2 kali lipat, 
apabila petani tidak bisa memberikan buah kopi pada waktu jatuh tempo (panen), maka 
dalam perjanjian appattimoro’ tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, karena 
termasuk kategori riba. 
 
Kata Kunci: Ekonomi Islam, Appattimoro’ 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Muamalah duniawiyah yang berkembang sekarang ini perilaku Nabi sebagai 
wirausahawan dapat diteladani dengan menyiapkan diri dan mulai membangun 
kompetensi sumber daya insani dengan dibekali keterampilan berniaga, dengan mulai 
dan mencari peluang bisnis, menjalin kemitraan, mengembangkan produk, memahami 
aturan main, membangun budaya atau sikap mental usahawan, hingga kemahiran 
bernegosiasi.1 
Hukum Islam berlaku secara universal sesuai dengan perkembangan umat 
manusia yang meliputi tempat, ruang, dan waktu dan dapat diterapkan sampai hari 
akhir nanti yang tujuannya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak 
segala kerusakan. Oleh karena itulah Islam memberikan prioritas yang tinggi kepada 
akal untuk menganalisa hukum-hukum syara’, meneliti perkembangan dengan 
berpedoman kepada nash-nash yang telah ada supaya hukum Islam itu bersifat elastis.2 
Disamping itu, hukum Islam juga merupakan hukum yang lengkap dan 
sempurna karena tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya 
dalam bentuk ibadah, akan tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia 
dalam bentuk muamalah. Manusia tidak dapat hidup sendiri, manusia tidak dapat hidup 
                                                          
1Ali Yafie, Fiqh Perdagangan Bebas, (Jakarta: Teraju, 2003), h. 3. 
2T.M Hasbi Ash Shidiqi, Filsafat Hukum Islam, (Cet. 2, Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 94. 
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tanpa ada manusia lain. Artinya antara manusia satu dengan yang lainnya saling 
membutuhkan, baik menyangkut hubungan sosial, ekonomi dan lain sebagainya.3 
Masyarakat yang semakin kompleks dan masalah-masalah tak terhindarkan 
yang diakibatkannya cenderung menghilangkan sikap ketergantungan tersebut. Saat ini 
hanya sedikit orang yang bisa mencapai tujuannya tanpa bantuan dari orang lain. 
Seiring perubahan dalam masyarakat praktik bermuamalahpun juga mengalami 
perubahan sehingga permasalahan-permasalahan baru bermunculan. Seperti halnya 
praktik Appattimoro yang terjadi di Kelurahan Campaga Kecamatan Tompobulu 
Kabupaten Bantaeng. 
Kabupaten Bantaeng yang terletak di bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan 
dan memiliki ketinggian tempat bervariasi mulai dari 0-1500 meter di atas permukaan 
laut merupakan salah satu daerah penghasil kopi Robusta dan Arabika. Daerah-daerah 
penghasil kopi di Bantaeng tersebar di Kecamatan Tompo Bulu, Eremerasa, Bantaeng, 
Sinoa, dan Uluere. Kelurahan Campaga merupakan salah satu kelurahan yang terletak 
di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng. Kondisi geografis yang subur dan 
dikelilingi oleh pegunungan mendukung para masyarakat setempat yang mayoritas 
bekerja sebagai petani. Salah satunya adalah tanaman kopi yang merupakan tanaman 
pokok di daerah tersebut yang dapat tumbuh dengan baik karena dukungan dari kondisi 
geografis. Tanaman ini bisa dipanen sekali dalam setahun dan dengan perawatan yang 
benar akan menghasilkan kopi yang baik pula.4 
                                                          
3Laila Fitriani,  2010, “Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Menurut Perspektif Ekonomi 
Islam”. Disertasi Tidak Dipublikasikan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. 
4Iskak Nungki, dkk, Panen Hijau: Kebiasaan Lama Petani Kopi di Kabupaten Bantaeng, 
Sulawesi Selatan yang Perlu Diperbaiki, http://worldagroforestry.org>magazine/2011/08/panenhijau-
kebiasaan-lama-petanikopi-di KabupatenBantaeng.html, diakses 24 Juli 2017, jam 11.30 WITA.  
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Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai petani 
dengan penghasilan yang tidak menentu membuat mereka harus berfikir untuk 
memenuhi kebutuhan hidup serta jika dihadapkan dengan masalah yang bersifat 
mendesak seperti membayar kebutuhan sekolah, membiayai keluarga yang sedang 
sakit, dan lain sebagainya. 
Dunia usaha yang semakin berkembang pesat banyak kesepakatan untuk 
mengadakan transaksi jual beli yang dituangkan dalam perjanjian. Secara etimologis 
perjanjian yang dalam bahasa arab diistilahkan dengan Mu’ahadah ittifa’ akad atau 
kontrak dapat diartikan sebagai perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan 
dimana seseorang mengikatkan dirinya pada seorang atau lebih.5 Perjanjian atau 
perikatan secara lughat dalam Islam adalah akad. Akad secara bahasa berarti ikatan, 
mengikat (al-rabth) yaitu menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan 
mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan 
menjadi seperti seutas tali yang satu. Sedangkan dalam istilah fuqaha perjanjian atau 
perikatan adalah ijab dan Kabul (serah terima) menurut bentuk yang disyariatkan 
agama, nampak bekasnya bagi yang diaqadkan itu”.6 
Di Kelurahan Campaga terdapat pelaksanaan perjanjian yaitu pelaksanaan 
perjanjian appattimoro’, masyarakatnya mayoritas beragama Islam. Yang patut dikaji 
adalah mereka beranggapan bahwa appattimoro’ itu termasuk utang piutang, ijon atau 
salam. Praktek seperti ini membingungkan dalam hukum Islam, karena dalam utang 
piutang ada aturan-aturannya sehingga sah hukumnya menurut hukum Islam. 
                                                          
5RahmaSyafi’i t, Fiqh Muamalah, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), h. 54.  
6Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah,( Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 12.  
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Istilah Arab yang sering digunakan untuk utang piutang adalah al-dain 
(jamaknya al-duyun) dan al-qardh. Dalam pengertian yang umum, utang piutang 
mencakup transaksi jual beli dan sewa-menyewa yang dilakukan secara tidak tunai 
(kontan). Transaksi seperti ini dalam fikih dinamakan mudayanah atau tadayun. 
Sebagai sebuah transaksi yang bersifat khusus, istilah yang lazim dalam fiqih untuk 
transaksi utang piutang khusus ini adalah al-qardh. Dengan demikian cakupan tadayun 
lebih luas daripada al-qardh.7 
Akad utang piutang dimaksudkan untuk mengasihi di antara sesama manusia, 
menolong mereka dalam menghadapi berbagai urusan, dan memudahkan denyut nadi 
kehidupan. Akad utang piutang tidak bukan salah satu sarana untuk memperoleh 
penghasilan dan bukan pula salah satu cara untuk mengeksploitasi orang lain. Oleh 
karena itu, orang yang berhutang tidak boleh mengembalikan kepada orang yang 
memberi utang kecuali apa yang telah di utang nya atau serupa dengannya. Hal ini 
sesuai dengan kaidah fikih, “Setiap piutang yang mendatangkan manfaat adalah riba.” 
Keharaman ini berlaku jika manfaat dari akad utang piutang disyaratkan atau 
disesuaikan dengan tradisi yang berlaku. Jika manfaat ini tidak disyaratkan dan tidak 
dikenal dalam tradisi, maka orang yang berhutang boleh membayar utang nya dengan 
sesuatu yang lebih baik kualitasnya dari apa yang di utang nya, atau menambah 
jumlahnya, atau menjual rumahnya kepada orang yang memberi utang. 
Begitu juga dalam jual beli salam juga ada aturan-aturannya sehingga sah 
hukumnya menurut hukum Islam, dalam akad salam barang yang dipesan harus 
diserahkan pada waktu yang ditentukan tidak boleh mundur juga bagaimana 
                                                          
7Siti Nur Cahyati, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Nguyang dan Pelaksanaannya 
di Desa Tlogorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobongan. Skripsi Fakultas Syariah, Institut 
Agama Islam Negeri Semarang, 2010, h. 2.  
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penyerahan barang tersebut apakah barang itu diantar ke rumah pemesan atau di pasar 
atau pemesan nantinya yang akan mengambil sendiri barang tersebut. Dalam pesanan 
juga tidak boleh adanya khiyar syarat artinya kalau barangnya sudah ada dan sesuai 
dengan ketentuan-ketentuan lantas tidak cocok akan dikembalikan. Barang yang sudah 
sesuai dengan ketentuan harus diterima. Harga dalam akad salam harus dibayarkan 
secara kontan dalam majlis akad, ini menurut Hanafiyah. Sedangkan menurut jumhur, 
harga pada kedua akad tersebut harus dibayar tunai ketika akad berlangsung.8 
Transaksi salam merupakan salah satu bentuk yang telah menjadi kebiasaan di berbagai 
masyarakat. Tujuan utama jual beli salam adalah saling membantu dan menguntungkan 
kedua belah pihak. Maka, untuk kepentingan tersebut Allah menetapkan peraturan 
salam. Jual beli salam dibenarkan dalam islam sebagaimana firman Allah SWT: 
 
 َي َكَۡمُك نۡيَّبَُبتۡك يۡل  وَ ُُۚهُوُبتۡكٱ فَى ّٗ م س ُّمَٖل  ج أَ ٓ  ى ِلإٍَنۡي دِبَُمتن يا د تَا ِذإَ ْآُون  ما  ءَ  نيِذَّلٱَا  هُّي أ ٰٓ  ٰ َكَ  بۡأ يَ  لَ  وَ ُِۚلۡد عۡلِٱبَ ُُۢبِتاَا  م كَ  ُبتۡك يَن أٌَبِتا
َۡي شَُهۡنِمَۡس  خۡب يَ  لَ  وَُۥهَّب  ر  َ َّللّٱَِقَّت يۡل  وَ ُّق  حۡلٱَِهۡي ل عَيِذَّلٱَِلِلُۡميۡل  وَُۡبتۡك يۡل فَ ُُۚ َّللّٱَُه  مَّل ع
ّٗ َ  لََۡو أًَافيِع  ضَۡو أَاًهيِف سَ ُّق  حۡلٱَِهۡي ل عَيِذَّلٱَ  نا كَِنإ فَ ُۚا
َ  وُهَ َّلُِميَن أَُعيِط تۡس يَٞلُج  ر فَِنۡي لُج  رَا نوُك يَۡمَّلَِنإ فَ ُۡۖۡمكِلا  ج ِ رَنِمَِنۡي ديِه شَْاُودِهۡش تۡسٱ  وَ ُِۚلۡد عۡلِٱبَُۥهُّيِل  وَۡلِلُۡميۡل فَ  نۡو  ضۡر تَن َّمِمَِنا ت أ  رۡمٱ  و
ٱَ  بۡأ يَ  لَ  وَ ُۚ ى  رُۡخۡلۡٱَا  مُه  ى دۡحِإَ  ر ِ ك ُذت فَا  مُه  ى دۡحِإَ َّلِض تَن أَِٓءا د  هُّشلٱَ  نِمَۡس تَ  لَ  وَ
ُْۚاوُُعدَا  مَا ِذإَُٓءا د  هُّشل َاًرِيب كَۡو أَاًريِغ  صَُهُوُبتۡك تَن أَْآوُم
َُك تَن أَٓ َِّلَإَْآُوبا تۡر تَ َّلَ أَ ٓ  ى نۡد أ  وَِة د   هَّشلِلَُم  وۡق أ  وَِ َّللّٱَ دنِعَُط سۡق أَُۡمكِل
  ذَُۚۦِهِل  ج أَ ٓ  ى ِلإَ بَا  ه نوُريُِدتَ ّٗة  رِضا  حًَة  ر   جِتَ  نوٌَحا نُجَۡمُكۡي ل عَ  سۡي ل فَۡمُك نۡي
َُۥهَِّنإ فَْاُول عۡف تَِنإ  وَ
ُۚٞديِه شَ  لَ  وَِٞبتا كَ َّٓرا  ُضيَ  لَ  وَ ُُۚۡمتۡع يا ب تَا ِذإَْآُودِهۡش أ  وَۗا هُوُبتۡك تَ َّلَ أٍَءۡي شَ ِ لُِكبَُ َّللّٱ  وَ ُۗ َّللّٱَُمُكُمِ ل ُعي  وَ ۡۖ َّللّٱَْاُوقَّتٱ  وَ ۗۡمُِكبَ
ُُۢقوُُسف
يِل عَٞم٢٨٢. 
 
Terjemahnya: 
 “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu´amalah tidak secara tunai 
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah 
seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah 
                                                          
8Siti Nur Cahyati, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Nguyang dan Pelaksanaannya di 
Desa Tlogorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobongan. Skripsi Fakultas Syariah, Institut Agama 
Islam Negeri Semarang, 2010, h. 9.  
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penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka 
hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan 
(apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, 
dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang 
itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak 
mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. 
Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di 
antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua 
orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa 
maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan 
(memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu 
menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. 
Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan 
lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu´amalahmu 
itu), kecuali jika mu´amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara 
kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan 
persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling 
sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal 
itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah 
mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (QS. Al-Baqarah : 
282). 
 
Dasar hukum lainnya adalah hadist yang berkaitan dengan tradisi penduduk 
Madinah yang didapati oleh Rasulullah pada awal hijrah beliau ke sana, yaitu tradisi 
akad salaf (salam) dalam buah-buahan jangka waktu satu tahun atau dua tahun, beliau 
bersabda: 
 َْخأ ََةنَْييُع ُنْبا َانَرَبَْخأ َُةَقدَص َاَنثَّدَح ْنَع ٍرِْيثَك ِنْب ِ ِ َّللَّا ِدْبَع ْنَع ٍحْيِجَن يَِبأ ُ ِنْبا َانَرَب
 َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُ َّللَّا ىَّلَص ُّيِبَّنلا َمِدَق :َلَاق اَمُهْنَع ُ َّللَّا َيِضَر ٍساَّبَع ِنْبا ْنَع ِلاَهْنِملا يَِبأ
لاَو ِنَْيَتنَّسل ِرمَّتلاِب َنُْوفِلُْسي ْمُهَو ََةنْيِدَمْلا ٍلْيَك ْيِفَف ٍءْيَش يِف َفَلَْسأ ْنَم َلاََقف ََثلاَّث
 ٍمُْولْعَم ٍلََجأ ىَِلإ مُْولْعَم ٍنْزَوَو ٍمُْولْعَم 
 
Artinya :   
“Diceritakan oleh Sadaqah dikabarkan oleh Ibnu Uyaiynah dikabarkan oleh Ibnu 
Najih mengabarkan kepada kita dari Abdillah Ibnu Katsir dari Abi Minhal dari 
Ibnu Abbas ra. Berkata: Nabi SAW datang ke Madinah dan melihat penduduk 
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disana melakukan jual beli salaf pada buah-buahan dengan dua atau tiga tahun, 
maka Nabi berkata: barang siapa melakukan jual beli salaf, hendaknya ia 
melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk 
jangka waktu yang diketahui. (HR. Bukhari).9 
 
Harga dalam akad salam harus dibayarkan secara kontan dalam majlis akad, ini 
menurut Hanafiyah. Sedangkan menurut jumhur, harga pada kedua akad tersebut harus 
dibayar tunai ketika akad berlangsung.10 
Sedangkan dalam ijon, barang yang dibeli tidak diukur atau ditimbang secara 
jelas dan spesifik. Demikian juga penetapan harga beli, sangat bergantung kepada 
keputusan sepihak, si tengkulak yang sering kali sangat dominan dan menekan petani 
yang posisinya sangat lemah.11 
Hal ini berbeda dengan praktek appattimoro’ yang dilaksanakan oleh 
masyarakat di Kelurahan Campaga Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng. 
Praktik Appattimoro’  sudah cukup lama dilakukan oleh masyarakat setempat, Setiap 
orang bisa berhutang sejumlah uang dengan syarat bahwa orang yang meminjam 
tersebut terbukti memiliki penghasilan yaitu berupa buah kopi. Orang yang berhutang 
diwajibkan membayar hutang tersebut pada musim panen. Nilai tukar antara buah kopi 
dan uang ditentukan pada saat melakukan akad dan dihargai lebih rendah perliternya 
dari harga pasaran pada waktu itu. Menurut penulis, praktik ini memiliki nilai tambahan 
                                                          
9Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardzabah Bukhari 
Ju’fi, Shahih Bukhari,(Beirut: Dar al Fikr, 1992) , h. 61.   
10Siti Nur Cahyati, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Nguyang dan Pelaksanaannya 
di Desa Tlogorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobongan. Skripsi Fakultas Syariah, Institut 
Agama Islam Negeri Semarang, 2010, h. 9. 
11Siti Nur Cahyati, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Nguyang dan Pelaksanaannya 
di Desa Tlogorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobongan. Skripsi Fakultas Syariah, Institut 
Agama Islam Negeri Semarang, 2010, h. 9. 
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saat pembayaran, sebab pengepul kopi bisa mendapatkan tambahan lebih jika buah 
kopi tersebut dijual kembali.  
Pelaksanaan praktek appattimoro’, yaitu perjanjian antara petani dengan 
pattimoro’ (orang yang memberi pinjaman) dilaksanakan secara lisan atau tidak tertulis 
yaitu hanya menggunakan kesepakatan atau persetujuan bersama berdasarkan 
kepercayaan. Cara perjanjian appattimoro’ tersebut, petani akan mendapatkan 
pinjaman uang dari pattimoro’ untuk biaya perawatan tanaman atau memenuhi 
kebutuhan, utang tersebut akan dibayar dengan buah kopi, dengan standar atau ukuran 
perliter yang mana buah kopi tersebut diserahkan kemudian hari sesuai dengan waktu 
yang ditentukan yaitu pada waktu panen. 
Hasil panen kopi yang mengalami fluktuasi karena faktor yang 
mempengaruhinya seperti keterbatasan pengetahuan tentang teknik memanen kopi 
yang baik, tuntutan kebutuhan ekonomi dan kekhawatiran terjadinya pencurian buah 
kopi karena jarak kebun yang jauh dari rumah membuat praktik Appattimoro’ ini lebih 
cenderung dilakukan oleh para petani untuk memenuhi kebutuhannya yang mendesak.  
Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengadakan 
penelitian dan membahas tentang pelaksanaan akad appattimoro di Kelurahan 
Campaga Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng untuk diketahui secara jelas 
dan pasti hukumnya dalam hukum islam. 
Untuk membahas permasalahan ini peneliti mengangkatnya dalam bentuk 
skripsi dengan judul: TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP SISTEM 
APPATTIMORO’ (Studi Kasus Pada Petani Kopi di Kelurahan Campaga 
Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng). 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Penelitian ini di fokuskan pada sistem jual beli Appattimoro’ pada Petani Kopi 
Di Kelurahan Campaga, Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng. Kata 
Appattimoro’ berasal dari bahasa konjo yang populer dipergunakan dalam bahasa 
sehari-hari masyarakat petani kopi di Kelurahan Campaga, Kecamatan Tompobulu 
Kabupaten Bantaeng.  
Appattimoro’ berarti petani meminjam uang kepada pattimoro’ dan akan dibayar 
dengan buah kopi pada saat panen. Fokus dari judul ini adalah bagaimana praktik 
pelaksanaan sistem Appattimoro’ yang dilakukan oleh masyarakat petani kopi dan 
bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap sistem Appattimoro’ pada petani kopi di 
Kelurahan Campaga Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng.  
 
C.  Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi 
masalah yang akan diteliti adalah : 
1. Bagaimana praktik pelaksanaan sistem Appattimoro’ di kelurahan Campaga, 
Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng? 
2. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan  sistem Appattimoro’ 
pada petani kopi di Kelurahan Campaga, Kecamatan Tompobulu Kabupaten 
Bantaeng? 
D.  Kajian Pustaka 
1. Siti Nur Cahyati yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian 
Nguyang Dan Pelaksanaannya di Desa Tlogorejo Kecamatan Tegowanu 
Kabupaten Grobongan”, disimpulkan dari hasil penelitiannya bahwa dalam 
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perjanjian nguyang menurut pandangan Islam adalah sah dan termasuk akad 
salam yaitu akad jual beli barang pesanan diantara pembeli dengan penjual 
dengan spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati diawal akad, sedangkan 
pembayaran dilakukan dimuka secara penuh. Namun dalam akad tersebut 
terdapat tamabahan 5% atau 10% padi, apabila petani tidak bisa memberikan padi 
pada waktu jatuh tempo, dengan tambahan tersebut sangat menyusahkan para 
petani. Maka dalam perjanjian nguyang tersebut tidak sesuai dengan hukum 
Islam karena termasuk kategori riba. 
2. Penelitian yang dilakukan oleh Jailani, penelitian yang berjudul Praktik Utang 
Piutang Bersyarat untuk Tanaman Jagung (Di Kalangan Masyarakat Desa 
Sukaramah Kecamatan Penyipatan Kabupaten Tanah Laut). Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui praktik utang piutang bersayarat untuk tanaman 
jagung yang terjadi di masyarakat Desa Sukaramah serta untuk mengetahui 
dampak praktik utang piutang pada masyarakat Desa Sukaramah Kecamatan 
Panyipatan Kabupaten Tanah Laut. Hasil penelitian ini adalah diketahui bahwa 
petani yang meminjam uang untuk modal tanam jagung kepada tengkulak 
diberikan dua syarat oleh tengkulak. Syarat pertama, petani diharuskan menjual 
jagung hasil panennya dengan selisih harga di bawah harga pasaran kepada 
tengkulak. Syarat kedua, ketika petani mengalami gagal panen tengkulak 
menunda penagihan utang dan akan memberikan modal kembali dengan syarat 
beban tambahan atas utang tersebut sekitar 10 atau 20 persen dari jumlah 
utangnya setiap musim panen tiba.  
3. Pertama, skripsi Akhmad Nurokhman “Hutang Uang Dibayar Genteng Pada 
Masyarakat Desa Kebulusan, Kec. Pejogoan, Kab. Kebumen (Studi Komparasi 
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Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia)”. Skripsi ini membahas tentang 
kegiatan hutang piutang menggunakan uang namun pengembaliannya berupa 
barang dan dibebankanya atas pemanfaatan pinjaman, penelitian ini menitik 
beratkan pada studi komparasi antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia. 
Kesimpulan dari penelitian ini dibolehkan praktik hutang uang dibayar genteng 
dikarenakan dalam akadnya berupa hutang produktif. 
 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 
1. Mengetahui bagaimana praktik pelaksanaan akad pada sistem Appattimoro’ di 
Kelurahan Campaga, Kab. Bantaeng. 
2. Mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap praktik pelaksanaan akad 
pada sistem Appattimoro’ pada petani kopi di Keluharan Campaga, Kab. Bantaeng. 
Penelitian  ini diharapkan mempunyai kegunaan, baik yang bersifat akademis 
maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini yaitu: 
1. Bagi Penulis 
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan sebagai bekal dalam 
mengaplikasikan pengetahuan teoritik terhadap masalah praktisan yang di dapat 
pada bangku perkuliahan dengan praktekan yang diperoleh di dunia praktis. 
2. Bagi Masyarakat 
a. Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa atau pihak manapun yang ingin 
meneliti tentang sistem Appattimoro’ di Kelurahan Campaga, Kab. Bantaeng. 
b. Menambah pengetahuan dan memberikan informasi bagi masyarakat atau 
mahasiswa khususnya di jurusan Ekonomi Islam. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORETIS 
A. Prinsip-Prinsip Dasar Transaksi Muamalah 
Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi 
kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi. Islam juga menekankan prinsip-
prinsip dasar yang harus dipahami dalam berinteraksi. Ada enam hal yang perlu diingat 
sebagai landasan setiap kali seorang muslim bertransraksi ekonomi. Keenam hal ini 
menjadi batasan secara umum bahwa transaksi Ekonomi harus bebas dari unsur Maisir, 
Gharar, Tadlis, Riba dan Syah serta Halal.23 
1. Maisir 
Menurut bahasa maisir berarti gampang/mudah. Menurut istilah maisir berarti 
memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. Maisir sering dikenal dengan 
perjudian karena dalam praktek perjudian seseorang dapat memperoleh keuntungan 
dengan cara mudah. Seseorang dalam kondisi bisa untung bisa rugi dalam perjudian. 
Padahal Islam mengajarkan tentang usaha dan kerja keras. Maisir atau judi pada 
umumnya dan khususnya seperti penjualan undian serta segala bentuk taruhan, undian 
lotre yang berdasarkan pada bentuk-bentuk perjudian adalah haram di dalam Islam.24 
Rasulullah SAW melarang segala bentuk bisnis yang mendatangkan uang yang 
diperoleh dari untung-untungan, spekulasi dan ramalan atau terkaan (misalnya judi) 
                                                          
23Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 2004), h. 148. 
24
Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 2004), h. 148. 
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dan bukan diperoleh dari bekerja. Larangan terhadap maisir/judi sendiri sudah jelas ada 
dalam Al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 219: 
۞  َسي  َمُهُم  ثِإَو ِساَّنلِل ُعِف
ََٰنَمَو ٞريِبَك ٞم  ثِإ ٓاَمِهيِف  ُلق ِِۖرِس  يَم  لٱَو ِر  مَخ  لٱ ِنَع ََكنُول  َسيَو ۗاَمِهِع  فَّن نِم ُرَب  َكأ ٓا  َۗو  َفع  لٱ ُِلق 
َِۖنُوقِفُني َاذاَم ََكنُول
 َنوُرََّكَفَتت  ُمكَّلََعل ِت ََٰٓي  لۡٱ ُمَُكل ُ َّللَّٱ ُِن َيُبي َكِل
ََٰذَك ٢١٩  
Terjemahnya: 
”Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, “pada 
keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa 
keduanya lebih besar dari manfaatnya.” Dan mereka bertanya kepadamu apa 
yang mereka nafkahkan. Katakanlah, “kelebihan (dari apa yang diperlukan).” 
Demikianlah Allah menerangkan ayatayat- Nya kepadamu supaya kamu 
memikirkannya”.25 
2. Gharar 
Gharar artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan 
pihak lain. Suatu akad yang mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, 
baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan 
obyek tersebut. 
a) Bentuk-Bentuk Jual Beli Gharar 
Menurut ulama fiqih, bentuk-bentuk gharar yang dilarang adalah: 
(1) Tidak ada kemampuan penjual untuk meyerahkan obyek akad pada waktu terjadi 
akad, baik obyek akad itu sudah ada ataupun belum ada. 
(2) Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. Apabila 
barang yang sudah dibeli dari orang lain belum diserahkan kepada pembeli, 
maka pembeli itu belum boleh menjual barang itu kepada pembeli lain. 
                                                          
25Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro), h. 27. 
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(3) Tidak ada kepastian tentang pembayaran atau jenis benda yang dijual. Wahbah 
az-Zuhayli berpendapat, bahwa ketidakpastian tersebut merupakan salah satu 
bentuk gharar yang terbesar larangannya. 
(4) Tidak ada kepastian tentang sifat tertentu dari barang yang dijual. 
(5) Tidak ada kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar. 
(6) Tidak ada kepastian tentang waktu penyerahan obyek akad. 
(7) Tidak ada kejelasan bentuk transaksi, yaitu ada dua macam atau lebih yang 
berada pada satu obyek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang 
dipilih waktu terjadi akad. 
 (8) Tidak ada kepastian obyek akad, karena ada dua obyek akad yang berada dalam 
satu transaksi. 
(9) Kondisi obyek akad, tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan 
dalam transaksi.26 
Imam an-Nawawi menyatakan bahwa larangan jual beli gharar merupakan 
dasar yang penting dalam bab jual beli, dan memuat masalah-masalah yang sangat 
banyak dan tak terbatas, semua bentuk-bentuk jual beli gharar yang dijelaskan di atas 
itu tidak sah karena mengandung gharar (penipuan) yang besar dan tidak dibutuhkan.27  
Ibnu Taimiyah menyatakan: “Gharar pada asalnya bahwa Allah dalam kitab-
Nya mengharamkan memakan harta orang lain secara batil. Demikian ini mencakup 
semua yang dimakan dengan batil, dan Nabi   هيلع االله ىلصملسو  melarang jual beli seperti 
ini guna melindungi harta agar tidak disia-siakan dan menghindarkan persengketaan 
                                                          
26Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 2004), h. 148-149. 
  
27Muhammad ath-Thayyar, Ensiklopedi Fiqih Muamalah, Terj. Miftahul khairi (Yogyakarta: 
Maktabah al-Hanif, 2009), 38-39. 
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serta perselisihan yang biasa terjadi diantara manusia. Celah masuknya gharar sangat 
banyak, yang kesemuanya berpangkal pada maksud yang tidak jelas.28  Hal inilah salah 
satu sebab merusak ekonomi masyarakat dan kemerosotan moral dalam bermuamalah. 
Dengan demikian tidak akan mendapatkan berkah dari Allah SWT. 
3. Tadlis 
Tadlis artinya menampakkan barang yang aib (cacat) dalam bentuk yang bagus 
seakan-akan tidak ada cacat. Kata tadlis diambil dari kata addalas dengan makna adh-
dhulmah (kegelapan), yaitu seolah-olah penjual menunjukkan barang kepada pembeli 
yang bagus di kegelapan sehingga barang tersebut tidak terlihat secara sempurna. 
Seperti orang menjual sapi perah untuk dimanfaatkan air susunya. Dia sengaja tidak 
memerahnya selama beberapa waktu agar pembeli meyangka bahwa air susunya penuh 
dan demikian ini merupakan kualitas sapi dalam kesehariannya. Namun, setelah terjadi 
jual beli, pembeli mengetahui hakikat sebenarnya. Syari`at Islam memperbolehkan 
pembeli mengembalikan barang yang telah dibelinya jika mengalami tadlis 
(penyamaran/pemalsuan) dalam akad jual belinya. Karena dia merasa tertipu dengan 
membelanjakan hartanya terhadap barang yang dipromosikan penjual, tentu tidak akan 
mengeluarkan hartanya untuk membeli barang itu.29 
Tadlis ada dua macam, yaitu: 
a. Menyembunyikan cacat barang. 
b. Menghiasi dan memperindah dengan sesuatu yang menyebabkan harganya  
bertambah. 
                                                          
28Abu Malik Kamal Bin as-Sayyid Salim, Shahih Fiqih Sunnah, Terj. Abu Ihsan Al- Atsari 
(Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2006), 430. 
29Muhammad ath-Thayyar, Ensiklopedi Fiqih Muamalah, Terj. Miftahul khairi (Yogyakarta: 
Maktabah al-Hanif, 2009)103-104. 
 16 
 
 
Tadlis (menyembunyikan cacat) hukumnya haram karena mengandung 
kecurangan, penipuan dan memakan harta orang lain dengan cara menyalahi hukum 
syara`.30 
4. Riba 
Riba menurut pengertian bahasa berarti Az Ziadah (tambahan). Riba yang 
dimaksud adalah tambahan atas modal, baik penambahan tersebut banyak atau sedikit. 
Menurut istilah ilmu fiqh, yaitu tambahan yang disyariatkan dalam transaksi jual beli 
tanpa adanya pengganti yang syariah atas penambahan tersebut. Tambahan ini 
mengacu pada dua hal: 
a) tambahan keuntungan yang berasal dari peningkatan yang tidak dapat dibenarkan 
dalam bobot maupun ukuran:  
b) tambahan keuntungan yang berasal dari penundaan (waktu) yang tidak 
dibenarkan.31 
Riba ada dua macam, yaitu:32 
 
a. Riba Jual Beli 
Yakni riba yang terdapat pada penjualan komoditi riba fadhal. Komoditi riba 
fadhal yang dsebutkan dalam nash ada enam: Emas, perak, gandum, kurma, garam dan 
jawawut. Mayoritas ahli fiqh menyetarakan dengan enam komoditi itu segala komoditi 
yang sama fungsinya. Namun kemudian mereka berbeda pendapat dalam membatasi 
                                                          
30Muhammad ath-Thayyar, Ensiklopedi Fiqih Muamalah, Terj. Miftahul khairi (Yogyakarta: 
Maktabah al-Hanif, 2009)103-104. 
31Adiwarman A. Karim, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, Terj. Abu Umar Basyir (Jakarta: 
Darul Haq, 2004), 354. 
32Adiwarman A. Karim, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, Terj. Abu Umar Basyir (Jakarta: 
Darul Haq, 2004), 354-355. 
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fungsi tersebut. Adapun alasan fungsional pada komoditi lainnya, maka pendapat 
kalangan Malikiyah dalam permasalahan ini adalah yang paling tepat. Yakni pada 
keberadaannya sebagai bahan makanan pokok dan bisa disimpan. Setiap komoditi yang 
mempunyai dua kriteria tersebut, berarti termasuk komoditi riba fadhal, dam 
diberlakukan segala hukum yang berkaitan dengannya. Alasan kebenaran pendapat ini 
adalah sebagai berikut: Pertama, orang yang mengamati empat komoditi tersebut, pasti 
akan mendapatkan kedua kriteria ini padanya. Kedua, sesungguhnya diharamkan riba 
adalah memelihara harta manusia dan menghilangkan unsur penipuan dalam jual beli, 
maka hal itu harus dibatasi dengan hal-hal yang dibutuhkan oleh mereka, seperti 
makanan pokok yang bisa disimpan, karena keduanya adalah dasar pencarian nafkah 
dan tulang punggung kehidupan. Demkianlah, riba jual beli terbagi menjadi dua: riba 
fadhal dan riba nasi`ah. Pertama, riba fadhal yakni kelebihan pada salah satu dari dua 
komditi yang ditukar dalam penjualan komoditi riba fadhal. Kalau emas dijual atau 
ditukar dengan emas, maka harus sama beratnya dan harus diserahterimakan secara 
langsung. Demikian juga dengan segala kelebihan yang disertakan dalam jual beli 
komoditi riba fadhal. Kedua, riba nasiah, yakni salah satu dari barang yang dibarter 
atau dijual secara tertunda dalam jual beli komoditi riba fadhal. Kalu salah satu 
komoditi riba fadhal dijual dengan barang riba fadhal lain, sepert emas dijual dengan 
mata uang lain, dibolehkan dengan adanya ketidaksamaan, namun tetap diharamkan 
penangguhan penyerahannya. Sementara dalam kifayatul akhyar disebutkan, “kalau 
sebuah transaksi meliputi dua hal, dilihat terlebih dahulu: kalau jenis dan alasan 
fungsionalnya sama seperti emas dengan emas untuk keluar dari kategori sebagai riba 
harus memenuhi tiga hal: kesamaan, kontan dan penyerahterimaan secara langsung 
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dalam arti sesunggunya dilokasi transaksi. Kalau salah satunya hilang, transaksi 
dianggap batal.  
b. Riba Pinjaman. 
Yakni riba terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungan. Baik dalam wujud 
penjualan, pinjaman dan sejenisnya. Yaitu tambahan (bunga) dari hutang karena 
ditangguhkannya waktu pembayaran. 
5. Syah 
Jual beli dikatakan sah, apabila memenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan 
orang yang melakukan akad, obyek akad maupun shigatnya. Persyaratan itu untuk 
menghindari timbulnya perselisihan antara penjual dan pembeli akibat adanya 
kecurangan dalam jual beli. Oleh karena itu seorang pedagang dituntut untuk berlaku 
jujur dalam menjual dagangannya.33 
6. Halal 
Halal adalah segala objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau 
dilaksanakan. Syari`at Islam dalam menghalalkan dan mengharamkan sesuatu hal 
selalu mempertimbangkan kemaslahatan dan madharatnya (bahaya). Bermu`amalah 
haruslah berjual beli dalam hal-hal yang baik, sehingga dalam pandangan mata seorang 
usahawan muslim tidak akan sama baginya antara yang baik dan yang buruk, meskipun 
hal yang buruk itu menarik hati karena besar keuntungannya. Dia selalu menghalalkan 
yang halal dan mengharamkan yang haram, hanya melakukan usaha sebatas yang 
dibolehkan oleh Allah dan Rasul-Nya.34 
 
                                                          
33Azharudin Lathif, Fiqh Muamalat,Cet.1 (Ciputat: Jakarta Press, 2005), h. 5. 
34Azharudin Lathif, Fiqh Muamalat,Cet.1 (Ciputat: Jakarta Press, 2005), h. 5 
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B. Jual Beli 
1. Pengertian Jual Beli 
Dalam bahasa arab kata Jual (   عَْيبْلا) dan kata beli (   ءاَرَّشاا ) adalah dua kata yang 
berlawanan artinya, namun orang–orang arab biasa menggunakan ungkapan jual-beli 
itu dengan satu kata yaitu   عَْيبْلا . Untuk kata   ءاَرَّشاا sering digunakan derivasi dari kata 
jual yaitu  َ اتَْبا  ع  . Secara arti kata    عَْيبْلا dalam penggunaan sehari-hari mengandung arti” 
saling tukar” atau tukar menukar.35 
Menurut bahasa jual beli berarti pertukaran atau saling menukar. Sedangkan 
menurut istilah fikih, jual beli disebut dengan bai’yang berarti menjual, mengganti dan 
menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.36 Jual beli adalah berdagang, berniaga, 
menjual dan membeli barang. 
Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud jual beli adalah menukar barang 
atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada 
yang lain atas dasar saling merelakan.37 
Jual beli menurut ulama Malikiyah terbagi menjadi dua macam, yaitu: 
a. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan 
kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah 
pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas 
sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain dan sesuatu yang bukan manfaat ialah 
bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek 
penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. 
                                                          
35Amir Syarifudin, Garis-Garis Besar Fikih (Bogor : Prenada Media, 2003), 192. 
36Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 2. 
37Idris Ahmad, Fiqh al-Syafi’iyah, (Jakarta: Karya Indah, 1986), h. 5. 
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b. Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan 
kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya 
bukan emas dan bukan perak, bendanya dapat direalisir dan tidak ditangguhkan, 
tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak, 
barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.38 
Adapun jual beli menurut terminologi para ulama berbeda pendapat dalam 
mendefinisikannya, antara lain: 
a. Menurut ulama Hanafiah: 
 ٍصْوُصْخَم ٍهْجَو َىلَع اَمِب ٍل اَم ُّهََلد َابُم 
Artinya:  
“Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang 
dibolehkan)”.39 
b. Menurut Imam Nawawi dalam al Majmu: 
 اًكْيِلَْمت اَمِب ٍلاَم ُّهََلد َابُم 
Artinya:  
“Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”.40 
c. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab al Mugni: 
   اَّكُّلََمتَو اًكْيِلَْمت اَمِب ٍلاَم ُّهََلد َابُم 
 
Artinya:  
“Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik”.41 
                                                          
38 H. Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h.69-70. 
39 Rahmat Syafi‟i, Fikih Mu‟amalah ( Bandung : CV Pustaka Setia , 2001), 74. 
40 Rahmat Syafi‟i, Fikih Mu‟amalah ( Bandung : CV Pustaka Setia , 2001), 74. 
41 Rahmat Syafi‟i, Fikih Mu‟amalah ( Bandung : CV Pustaka Setia , 2001), 74. 
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d. Menurut Sayyid Sabiq jual beli yaitu: 
 ُّهََلد َابُم ِهِْيف َنُْود ِه َّجَوَْلا ىَلَع ٍضْوَعِب ٍكِلَم ٍ ٍلَْقن َْوا ِضاََرتَْلا ٍ ٍلِْيبَس ىَلَع ٍلاَمِب ٍلاَم  
 Artinya:  
“Pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhoi atau 
memindahkan hak milik disertai penggantinya dengan cara yang dibolehkan”.42 
 e. Menurut Wahbah az-Zuhaili jual beli yaitu: 
 ٍصْو َّصَخُم َىلَع ٍلاَِمب ٍلاَم َُّهَلد اَبُم 
Artinya:  
“Saling tukar menukar harta dengan cara tertentu”.43 
Menurut pengertian syariat yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran 
harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat 
dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah). Ketentuan syara’ adalah jual beli 
tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan–persyaratan, rukun–rukun dan hal-hal 
lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka jika syarat-syarat dan rukunnya tidak 
terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara’.44 
Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang mempunyai 
kriteria antara lain, bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan, yang mempunyai 
daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir 
dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang tersebut 
ada dihadapan si pembeli maupun tidak dan barang tersebut telah diketahui sifat-
sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.45 
                                                          
42 Rahmat Syafi‟i, Fikih Mu‟amalah ( Bandung : CV Pustaka Setia , 2001), 74. 
43 Rahmat Syafi‟i, Fikih Mu‟amalah ( Bandung : CV Pustaka Setia , 2001), 74. 
44 Suhrawardi Lubis, Hukum Ekonomi Islam ( Jakarta : Sinar Grafika, 2000), 128. 
45 Qamarul Huda, Fikih Mu‟amalah (Yogyakarta : Penerbit Teras, 2011), 53. 
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Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu 
perjanjian tukar menukar benda atau barang  yang mempunyai nilai dan secara sukarela 
di antara kedua belah pihak, yang satu memberi benda dan pihak lain menerimanya 
sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang sesuai dengan syara’. 
2. Dasar Hukum Jual Beli 
Jual beli sebagai sarana taawun atau tolong menolong antara sesama umat 
manusia yang mempunyai landasan kuat dalam al-Qur’an dan sunnah Nabi saw. 
Terdapat beberapa ayat al-Qur’an yang membahas tentang jual beli, diantaranya dalam 
firmannya ( QS. al-Nisa’ : 29) : 
 ََٰي َُٓأت َلَ ْاُونَماَء َنيِذَّلٱ اَهَُّيأ  ُُولُك َُٓمأ ْا  َُيب ُمَكل ََٰو  ُلِٱب ُمَكن  ُ َِّلَإ ِلِط ََٰب ُٓ ضاََرت نَع ًةَر ََِٰجت َنوَُكت َنأ  ُ مُكن ِ م  ُ  ُ َقت َلََو  ُُوُلت ُٓ ْا
مُكَُسفَنأ  ُ  ُ مُِكب َناَك َ َّللَّٱ َِّنإ  ُ ميِحَر  ُاَ٢٩َ 
Terjemahnya: 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 
membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” 
(Q.S. An-Nisa’:29).46 
Ayat tersebut menjelaskan tentang semua jalan yang batil dalam meraih harta 
seperti riba, merampas, mencuri, judi, dan jalan-jalan rendah lainnya, disamping 
melarang memakan harta orang lain dengan jalan yang batil, dimana didalamnya 
terdapat bahaya bagi mereka, baik bagi pemakannya maupun orang yang diambil 
hartanya, Allah swt., menghalalkan kepada mereka semua yang bermaslahat bagi 
mereka seperti berbagai bentuk perdagangan dan berbagai jenis usaha dan 
keterampilan. Disyaratkan atas dasar suka sama suka dalam perdagangan untuk 
menunjukkan bahwa akad perdagangan, bahkan menyelisihi maksudnya, dan bahwa 
                                                          
46Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro), h. 83. 
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kedua belah pihak harus suka sama suka dan melakukannya atas dasar pilihan bukan 
paksaan. 
Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa 
manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa bantuan orang 
lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, 
harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.47 
3. Rukun Jual Beli 
Dikalangan fuqaha , terdapat perbedaan mengenai rukun jual beli. Menurut 
fuqaha kalangan Hanafiah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut 
jumhur ulama rukun jual beli terdiri dari akad (ijab dan qabul), aqid (penjual dan 
pembeli), ma’qud alaih (objek akad).48 
Menurut madzhab Hanafi rukun jual beli hanya ijab dan qabul saja. Menurut 
mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah 
pihak untuk berjual beli. Namun karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang 
sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (qarinah) yang menunjukkan 
kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Dapat dalam bentuk perkataan (ijab dan 
qabul) atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan 
penerimaan uang).49 
Ada lima rukun dalam pelaksanaan jual beli yang harus dipenuhi, yaitu: 
                                                          
47Rahmat Syafi’i, FiqihMuamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 75. 
48Qomarul Huda, Fikih Mu‟amalah (Yogyakarta : Penerbit Teras,2011),55. 
49Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 
2004), 118. 
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a. Penjual, ia harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapatkan izin untuk 
menjualnya, dan sehat akalnya. 
b. Pembeli, ia disyaratkan diperbolehkan bertindak dalam arti ia bukan orang yang 
kurang waras atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli. 
c. Barang yang dijual, barang yang dijual harus merupakan yang hal yang dibolehkan 
dijual, bersih, bisa diserahkan kepada pembeli dan bisa diketahui pembeli meskipun 
hanya dengan ciri- cirinya. 
d. Bahasa akad, yaitu penyerahan (ijab) dan penerimaan (qabul) dengan perkataan, 
misalnya pembeli berkata, “aku jual barang ini kepadamu” atau ijab dan qabul 
dengan perbuatan, misalnya pembeli berkata, “aku menjual pakaian ini padamu”, 
kemudian penjual memberikan pakaian yang dimaksud kepada pembeli. 
e. Kerelaan kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Jadi jual beli  tidak sah dengan 
ketidakrelaan salah satu dari dua pihak, karena Rasulullah Saw. Bersabda, 
“sesungguhnya jual beli itu dengan kerelaan”. (HR. ibnu Majah dengan sanad 
Hasan).50 
Sedangkan menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat yaitu: 
a. Orang yang berakal (penjual dan pembeli) 
b. Sighat (lafal ijab dan qabul) 
c. Ada barang yang dibeli 
d. Ada nilai tukar pengganti barang.51 
4. Syarat Jual Beli 
                                                          
50Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer ( Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), 
77. 
51Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 
2004), 118. 
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Secara umum tujuan adanya syarat jual beli antara lain untuk menghindari 
pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, 
menghindari jual-beli gharar (terdapat unsur penipuan) dan lain- lain. Jika jual beli 
tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat 
sah, menurut ulama Hanafiah akad tersebut fasid. Jika tidak memenuhi syarat nafadz, 
akad tesebut mauquf yang cenderung boleh, bahkan menurut ulamaMalikiyah 
cenderung kepada kebolehan. Jika memenuhi syarat, akad tersebut mukhayyir (pilih-
pilih) baik khiyar untuk menetapkan maupun membatalkan.52 
Diantara ulama fiqih berbeda pendapat dalam menetapkan persyaratan jual-
beli. Ulama Syafi’iyah mensyaratkan 22 syarat yang berkaitan dengan aqid, sighat, dan 
ma’qud alaih. Persyaratan tersebut adalah : 
1. Syarat aqid 
a. Dewasa atau sadar 
Aqid harus baligh dan berakal, menyadari dan mampu memelihara agama dan 
hartanya. Dengan demikian akad yang dilakukan oleh anak-anak (mumayyiz) 
dipandang belum sah. 
b. Tidak dipaksa atau tanpa hak 
c. Islam 
Dipandang tidak sah, orang kafir yang membeli kitab al-Qur’an atau kitab-kitab 
yang berkaitan dengan agama seperti Hadis, kitab-kitab fikih dan juga membeli 
hamba yang muslim. 
d. Pembeli bukan musuh 
                                                          
52 Rahmat Syafi‟i, Fiqih Mu‟amlah (Bandung : CV Pustaka Setia,2001), 76. 
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Umat Islam dilarang menjual barang khususnya senjata, kepada musuh yang 
akan digunakan untuk memerangi dan menghancurkan kaum muslimin.53 
2. Syarat sighat. 
a. Berhadap-hadapan 
Pembeli atau penjual harus menunjukkan sighat akadnya kepada orang yang 
sedang bertransaksi dengannya, yakni harus sesuai dengan orang yang dituju. 
Dengan demikian tidak sah berkata: Saya menjual kepadamu” tidak boleh 
berkata, “saya menjual kepada Ahmad,” padahal nama pembeli bukan Ahmad. 
b. Ditujukan pada seluruh badan yang akad 
Tidak sah mengatakan“ Saya menjual barang ini kepada kepala atau tangan 
kamu. 
c. Qabul diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab 
Orang yang mengucapkan qabul haruslah orang yang diajak bertransaksi oleh 
orang yang mengucapkan ijab, kecuali jika diwakilkan. 
d. Harus menyebutkan barang atau harga 
e. Ketika mengucapkan sighat harus disertai niat (maksud) 
f. Pengucapan ijab dan qabul harus sempurna 
Jika seseorang yang sedang bertransaksi itu gila sebelum mengucapkan qabul, 
jual beli yang dilakukan batal. 
g. Ijab qabul tidak terpisah 
Antara ijab dan qabul tidak boleh diselingi oleh waktu yang terlalu lama, yang 
menggambarkan adanya penolakan dari salah satu pihak. 
h.  Antara ijab dan qabul tidak terpisah dengan pernyataan lain. 
                                                          
53 Rahmat Syafi‟i, Fiqih Mu‟amlah (Bandung : CV Pustaka Setia,2001), 82. 
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i. Tidak berubah lafad. 
Lafad ijab tidak boleh berubah seperti perkataan, “Saya jual dengan lima ribu, 
kemudian berkata lagi, “Saya menjualnya dengan sepuluh ribu, padahal barang 
yang dijual masih sama dengan barang yang pertama dan belum ada qabul. 
j.  Bersesuaian antara ijab dan qabul secara sempurna. 
k. Tidak dikaitkan dengan sesuatu. 
Akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan 
akad. 
l. Tidak dikaitkan dengan waktu.54 
3. Syarat ma’qud alaih (barang). 
a. Suci 
b. Bermanfaat 
c. Dapat diserahkan 
d. Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain 
e. Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad.55  
5. Jual Beli Yang Dilarang 
Menurut Jumhur ulama tidak ada perbedaan antara jual beli fasid dan jual beli 
batil. Sedangkan Hanafi membedakan antara keduanya. Ada empat sebab yang 
membuat rusaknya akad jual beli yaitu, pelaku akad (penjual dan pembeli), sighat, 
objek jual beli (barang yang diperjual belikan), dan kaitan antara akad dengan sifat, 
syarat atau larangan syara’. 
a. Jual beli yang dilarang karena pelaku akad 
                                                          
54 Rahmat Syafi‟i, Fiqih Mu‟amlah (Bandung : CV Pustaka Setia,2001), 83. 
55Rahmat Syafi‟i, Fiqih Mu‟amlah (Bandung : CV Pustaka Setia,2001), 83. 
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Para fuqaha sepakat bahwa jual beli akan sah jika dilakukan oleh orang yang telah 
baligh, berakal, dapat melakukan tindakan secara bebas, tidak dilarang 
membelanjakan hartanya asalkan tidak dilarang oleh hukum. Maka jual beli yang 
dilakukan oleh orang gila dianggap tidak sah. 
b. Jual beli yang dilarang karena sighat 
Menurut jumhur ulama, jual beli dianggap sah jika terjadi kerelaan antara penjual 
dan pembeli yang disebabkan oleh kesesuaian antara ijab dan qabul. Ada beberapa 
jual beli yang tidak sah,  diantaranya adalah Jual beli mu’thah, yaitu jual beli tanpa 
ijab dan qabul tetapi hanya dengan kesepakatan kedua pelaku akad. 
c. Jual beli yang dilarang karena objek (ma’qul alaih) 
Ma’qul alaih secara umum bermakna harta yang dikeluarkan oleh pelaku akad, 
salah satunya adalah barang dagangan (penjual) dan alat tukar bisa berupa uang 
atau barang lain (bagi pembeli).  Fuqaha bersepakat bahwa ma’qul alaih adalah 
barang yang berharga, ada wujudnya, dapat diserahkan dan diketahui oleh orang 
yang melakukan akad, bukan hak orang lain dan tidak dilarang oleh syara’. 
Jumhur ulama berbeda pendapat mengenai sifat jual beli yang dilarang, yaitu: 
1. Jual beli yang tidak ada atau beresiko. 
2. Jual beli barang yang tidak bisa diserahkan. 
3. Jual beli yang mengandung penipuan (gharar). 
4. Jual beli utang dengan nasiah (tidak tunai). 
5. Jual beli sesuatu najis atau terkena najis. 
6. Jual beli sesuatu yang tidak diketahui. 
7. Jual beli sesuatu yang tidak ada ditempat transaksi. 
8. Jual beli sesuatu sebelum ada serah terima. 
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9. Jual beli tanaman atau buah-buahan yang masih belum jelas.56 
C. Utang-Piutang Dalam Islam 
1. Pengertian Utang-piutang 
Dalam hukum Islam masalah utang-piutang dikenal dengan istilah al-qard, yang 
menurut bahasa berarti   عْطَقَْلا (potongan), dikatakan demikian karena al-qard merupakan 
potongan dari harta muqrid (orang yang membayar) yang dibayarkan kepada muqtarid 
(yang diajak akad qard).57 Sedangkan menurut istilah, para ulama dan para pakar 
berbeda pandangan dalam memaknai kata al-qard: 
1. Menurut Hanafiyah, qard diartikan sebagai berikut: 
 ْه اََضتَْقت ٍ  يِْلثِم ٍلاَم َنِم ِهْيِطَْعت اَم 
Artinya:  
“Sesuatu yang diberikan seseorang dari harta mitsil (yang memiliki 
perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya”.58 
 
 ُصْخَم ًدْقَع َُهْلثِم ُّدَُري َرَخ َلَ ٍ  يِْلثِم ٍلاَم ٍعَْفد َىلَع ُّدَُري ًصو  
Artinya:  
“Akad tertentu dengan pembayaran harta mitsil kepada orang lain supaya 
membayar harta yang sama kepadanya”.59 
2. Menurut golongan Hanabilah “qard adalah menyerahkan harta kepada orang yang 
memanfaatkan dengan ketentuan ia mengembalikan gantinya”.60 
                                                          
56Dja’far Amir, Ilmu Fiqih, (Solo: Ramadhani, 1991), h. 161. 
57Rahmad Syafe‟i, Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 151.  
58Rahmad Syafe‟i, Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 151. 
59Rahmad Syafe‟i, Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 151.   
60Rozalinda, Fikih Ekonomi Syari‟ah Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan 
Syari‟ah (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 30.  
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3. Golongan Syafi‟iyah menjelaskan “qard adalah pemilikan suatu benda atas dasar 
dikembalikan dengan nilai yang sama”.61 
4. Sayyid Sabiq menjelaskan ”qard yaitu harta yang diberikan kepada orang yang 
berutang agar dikembalikan dengan nilak yang sama kepada pemiliknya ketika 
orang yang berutang mampu membayar”.62 
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa definisi-definisi tersebut 
mempunyai makna yang sama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa qard 
(utang-piutang) adalah pemberian pinjaman oleh kreditur (pemberi pinjaman) kepada 
pihak lain dengan syarat debitur (penerima pinjaman) akan mengembalikan pinjaman 
tersebut pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian dengan jumlah yang 
sama ketika pinjaman itu diberikan. 
2. Dasar Hukum Utang-piutang 
Memberi hutang adalah termasuk perbuatan kebajikan, karena pada prinsipnya 
adalah untuk memberikan pertolongan kepada sesama. Bagi orang yang berhutang 
sebetulnya hutang itu mubah. Islam tidak menganggap hutang sebagai perbuatan makruh, 
sehingga jangan sampai orang yang sedang dalam keadaan butuh merasa keberatan karena 
menjaga harga diri. Begitu pula Islam tidak menganggapnya sunnah, sehingga jangan 
sampai orang ingin melakukannya karena mengharapkan pahala. Jadi hutang adalah 
mubah, sehingga tidak akan melakukan hutang kecuali orang yang benar-benar kepepet 
dan bukanlah soal yang tercela karena Rasulullah SAW sendiri pernah berhutang.63 
                                                          
61Rozalinda, Fikih Ekonomi Syari‟ah Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan 
Syari‟ah (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 30. 
62Rozalinda, Fikih Ekonomi Syari‟ah Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan 
Syari‟ah (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 30.  
63Abu Sura’i Abdul Hadi, M.A, Bunga Bank Dalam Persoalan dan Bahayanya Terhadap 
Masyarakat, h. 126.    
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Dalam al-Qur’an terdapat ayat yang menganjurkan supaya seseorang yang 
melakukan utang-piutang hendaknya menentukan waktu pengembalian utang serta 
diadakan perjanjian tertulis yang menyebutkan segala yang berhubungan dengan utang 
piutang yang dilakukan. Adapun ayat tersebut adalah QS. Al-Baqarah: 282: 
 
اَهَُّيأٓ ََٰي  َنيِذَّلٱ  َف ى   مَس ُّم  لََجأ ٓ ََٰىلِإ ٍن  َيِدب ُمتنَيَاَدت َاِذإ ْآُونَماَء 
 ُهُوُبت  كٱ  ِب ُُِۢبتاَك  مَُكن  يَّب ُبت  َكي  لَو  ِل  َدع  لٱ  ُهَمَّلَع اَمَك َُبت  َكي َنأ ٌِبتاَك َب
 َأي َلََو
  ُ َّللَّٱ  ِلِل  ُمي  لَو  ُبت  َكي  لَفيِذَّلٱ  ِه  يَلَع َح  لٱ ُّق ِقَّتَي  لَو  َ َّللَّٱ  ُهَّبَرۥ   يَش ُه  نِم  سَخ  بَي َلََو
   َناَك نَِإف  ايِذَّلٱ  ِه  يَلَع ُّقَح  لٱ  َلَ  َوأ ًافيِعَض  َوأ اًهيِفَس
 ُهُّيِلَو  لِل  ُمي  لَف َُوه َّلُِمي َنأ ُعيَِطت  سَيۥ  ِب  ِل  دَع  لٱ  َو ْاُودِه  َشت  سٱ  َّل نَِإف ِۖ  ُمكِلاَج ِ ر نِم ِن  َيديِهَش  م  َو ٞلُجَرَف ِن  يَلُجَر َانوَُكي ِنَاَتأَر  مٱ  َن  وَض  َرت ن َّمِم
 َنِم ِٓءَادَهُّشلٱ  اَمُه ََٰىد  ِحإ َر ِ َكُذَتف اَمُه ََٰىد  ِحإ َّلَِضت َنأ  َٰىَر  ُخ  لۡٱ  َب  َأي َلََو ُٓءَادَهُّشلٱ   َست َلََو 
 ْاوُُعد اَم َاذِإ  اًرِيبَك  َوأ اًريِغَص ُهُوُبت  َكت َنأ ْآوُم
 َٰٓىَلِإ  ِهِلََجأ ۦ  َدنِع ُطَس  َقأ  مُكِل
ََٰذ َِّللَّٱ  َف  مَُكن  َيب اََهنوُريُِدت  ةَرِضاَح ًةَر ََِٰجت َنوَُكت َنأ ٓ َِّلَإ ْآُوبَات  َرت ََّلَأ ٓ َٰىَن  َدأَو َِةد ََٰهَّشلِل ُمَو  َقأَو  ُمك  يَلَع َس  يَل
 ُت  َعيَاَبت َاِذإ ْآُودِه  َشأَو ۗاَهُوُبت  َكت ََّلَأ ٌحاَنُج   م  ُهَّنِإَف ْاُولَع  َفت ِنإَو  ٞديِهَش َلََو ِٞبتاَك َّٓراَُضي َلََوۥ  َو ۗ  مُِكب 
ُُۢقوُُسف ْاُوقَّتٱ  َِۖ َّللَّٱ  ُمُكُمِ لَُعيَو ُۗ َّللَّٱ  َو ُ َّللَّٱ 
 ٞميِلَع ٍء  يَش ِ لُِكبَ٢٨٢ََ
  
Terjemahnya:  
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai 
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah 
seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah 
penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka 
hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan 
(apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya... 
(QS. Al-Baqarah: 282)”64 
 
Anjuran tentang hutang piutang juga dijelaskan dalam QS. Al-Maidah’: 2, yaitu: 
... ىَلَع ْاُونَوَاَعتَو  ُ ِ ِرب  لٱ  َو ِۖ َٰىَو  قَّتلٱ  َىلَع ْاُونَوَاَعت َلََو ِم  ث ِ  لۡٱ  َو  ِن ََٰو  ُدع  لٱ  َو ْاُوقَّتٱ  َِۖ َّللَّٱ  َِّنإ َ َّللَّٱ  ُديِدَش ِبَاقِع  لٱ ٢َ 
Terjemahnya: 
“....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan 
bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”65 
                                                          
64 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro), h. 37  
65 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro), h. 156. 
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Ayat tersebut menjelaskan tentang hal yang terpenting yaitu adanya unsur 
“tolong-menolong”, yang dimaksudkan untuk tidak memberikan beban dan kerugian 
bagi orang lain. Tolong menolong hendaknya diperhatikan bahwa memberi bantuan itu 
tidak untuk mecari kentungan dan hanya sekedar mengurangi atau menghilangkannya, 
karena bertentangan dengan kehendak Allah swt. 
Dalam hadis Nabi SAW bersabda: 
 ِلْسُم ْنِم اَم :َلَاق َمَّلَس َو ِهيَلَع ُ َّللَّا ىَّلَص ِ  ِيِببَّنلَاا ٍدُْوعْسَم ِنْبا ِنَعم  َي ة َّرَم َاهِتَق َدََصاك ََناك َّلَِا ِنَْيت َّرَم اٍضَْرق اًمِلْسُم ُضِرْق
)هجا م نبا هاور(   
Artinya:  
“Diriwayatkan dari Ibn Mas‟ud sesungguhnya Nabi SAW berkata: “tidaklah 
seorang muslim menghutangkan hartanya kepada muslim lain sebanyak dua kali 
kecuali perbuatannya sama dengan sedekah”. (H.R. Ibnu Majah)66 
Berdasarkan nash-nash tersebut, para ulama telah ijma’ tentang kebolehan utang-
piutang. Seseorang boleh berutang jika dalam kondisi terpaksa dalam rangka 
menghindarkan diri dari bahaya, seperti untuk membeli makanan agar dirinya terhindar 
dari kelaparan. 
Al-qard disyariatkan dalam Islam bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan 
bagi manusia. Seseorang yang mempunyai harta dapat membantu mereka yang 
membutuhkan. Akad utang-piutang dapat menumbuhkan rasa kepedulian terhadap 
sesama, memupuk kasih sayang terhadap sesama manusia dengan menguraikan 
kesulitan yang dihadapi orang lain.67 
Meskipun utang-piutang diperbolehkan, namun Nabi Muhammad SAW tidak 
menganjurkan umatnya untuk melakukan transaksi ini. Utang dalam pandangan 
                                                          
66Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid al-Qazuwaini, Sunan Ibnu Majah Juz 7, Mawaqi‟ 
Wizarah al-Awqaf al-Mishriyah, h. 226.  
67Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid al-Qazuwaini, Sunan Ibnu Majah Juz 7, Mawaqi‟ 
Wizarah al-Awqaf al-Mishriyah, h. 231-232  
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seorang muslim yang baik merupakan kesusahan di malam hari dan suatu penghinaan 
di siang hari. Oleh karena itu Nabi selalu minta perlindungan kepada Allah dari 
berhutang. Doa Nabi itu sebagai berikut: 
 َْمث ء اَمْلا َنِم َِكب ُذُْوع َأ ِ ِنا َّمَُهلَلا)ِنْي ِ دلا( ِمَرْغَمْلاَو  َُهل َليِقَف:ِ  ََعتَست َكَّن ْي ُذ َّللَّا َلْوُسَر َاي اًرِْيثَك مَرْعَمْلا َنِم . َلُج َّرَلا ََّنا :َل َاَقف
اِ  َم ُِ ُِ ُِ ِرَغ َاذر( .ََفلَْخَاف َدَع َوَو َبَّذََكف َثَّدَح )َنَاَدتْسا( )ىراخبلا هاو  
 
Artinya:  
“Ya Tuhanku! Aku berlindung diri kepada-Mu dari dosa dan utang. Kemudian, 
ia ditanya: Mengapa engkau banyak minta perlindungan dari utang, ya 
Rasulallah? Ia menjawab: Karena seseorang kalau berhutang apabila berbicara 
berdusta dan apabila berjanji menyalahi”. (H.R. Bukhori)68 
Beliau menjelaskan bahwa dalam utang itu ada suatu bahaya besar terhadap budi 
pekerti seseorang. Beliau tidak mau menshalati jenazah apabila diketahui bahwa waktu 
meninggalnya itu dia masih mempunyai tanggungan utang, padahal dia tidak dapat 
melunasinya, sebagai usaha untuk menakut-nakuti orang lain dari akibat utang. 
Berdasarkan penjelasan tersebut, seorang muslim tidak boleh berutang kecuali sangat 
perlu. Kalaupun dia terpaksa harus berutang, sama sekali tidak boleh melepaskan niat 
untuk membayar.69 
 
3. Rukun dan Syarat Utang Piutang 
Dalam pelaksanaan qardh (hutang-piutang) terdapat beberapa rukun dan syarat 
yang harus di penuhi.  
a. Rukun Utang-piutang 
                                                          
68Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram Dalam Islam Terj. Muammal Hamidy 
(Surabaya: Bina Ilmu, 2003), h.372. 
69Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram Dalam Islam Terj. Muammal Hamidy 
(Surabaya: Bina Ilmu, 2003), h.372.  
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Secara umum, jumhur ulama fiqih menyatakan bahwa rukun utang-piutang 
adalah sebagai berikut:70 
1. Yang berhutang dan yang berpiutang 
2. Barang yang dihutangkan 
3. Bentuk persetujuan antara kedua belah pihak (akad). 
Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa “rukun utang-piutang hanyalah ijab dari 
yang meminjamkan barang, sedangkan qabul bukan merupakan rukun utang-piutang”. 
Menurut ulama Syafi‟iyah, “dalam utang-piutang disyaratkan adanya lafadz sighat 
akad yakni ucapan ijab dan qabul dari peminjam dan yang meminjamkan barang pada 
waktu transaksi, sebab memanfaatkan milik barang bergantung pada adanya izin”.71 
b. Syarat Utang-piutang 
Pertama, karena utang-piutang sesungguhnya merupakan sebuah transaksi 
(akad), maka harus dilaksanakan melalui ijab dan qabul yang jelas sebagaimana jual-
beli, dengan menggunakan lafadz qardh atau yang sepadan dengannya. Masing-
masing pihak harus memenuhi kecakapan bertindak hukum dan berdasarkan irodah 
(kehendak sendiri).72 Dan juga karena perjanjian hutang-piutang adalah merupakan 
perjanjian memberikan milik kepada orang lain. Pihak berhutang merupakan pemilik 
atas utang yang diterimanya. Oleh karena itu perjanjian hutang-piutang juga hanya 
dipandang sah bila dilakukan oleh orang-orang yang berhak membelanjakan hak 
miliknya, yaitu orang yang telah balik dan berakal sehat.73 
                                                          
70Rachmat Syafei,. Fiqh Muamalah, (Cet. III; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), h. 141.  
71Rachmat Syafei,. Fiqh Muamalah, (Cet. III; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), h. 141.  
72Ghufron A. Mas’adi, Fiqh Muamalah Konstektual, (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada, 2002), h. 173 
 
73Ahmad Azhar Basyir, MA., Hukum Islam Tentang Riba dan Utang-Piutang, Gadai, (Cet. II; 
Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1983), h. 38  
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Kedua, harta benda yang menjadi obyeknya harus mal mutaqawwimin. 
Mengenai jenis harta benda yang menjadi obyek hutang-piutang terdapat perbedaan 
pendapat dikalangan fuqaha mazhab. Menurut fuqaha mazhab Hanafiah aqad hutang-
piutang hanya berlaku pada harta benda al-misliyat, yakni harta benda yang banyak 
padanannya, yang lazimnya dihitung melalui timbangan, takaran dan satuan. 
Sedangkan harta benda al-qimiyyat tidak sah dijadikan obyek pinjaman seperti hasil 
seni, rumah, tanah, hewan, dan lain-lain. Menurut fuqaha Mazhab Malikiyah, 
Syafi’iyah dan Hanabilah setiap harta benda yang boleh diberlakukan atasnya akad 
salam boleh diberlakukannya akad pinjaman, baik berupa harta benda al-misliyyat 
maupun al-qimtiyyat.74 
Sedangkan menurut Ahmad Azhar Basyri, M.A. dalam bukunya yang berjudul 
“Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang, Gadai” menjelaskan bahwa obyek 
utang-piutang harus memenuhi syarat sebagai berikut: 
1) Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya 
mengakibatkan musnahnya benda hutang. 
2) Dapat dimiliki. 
3) Dapat diserahkan kepada yang memiliki. 
4) Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan.75 
Ketiga, akad utang-piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan 
diluar utang-piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak muqridh (pihak yang 
menghutangi).76 
                                                          
74Ghufron A. Mas’adi, Fiqh Muamalah Konstektual, (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 
2002), h.73.  
75Ahmad Azhar Basyir, MA., Hukum Islam Tentang Riba dan Utang-Piutang, Gadai, h. 39. 
76Ahmad Azhar Basyir, MA., Hukum Islam Tentang Riba dan Utang-Piutang, Gadai, h. 173.  
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4. Hukum Memberikan Kelebihan Dalam Membayar Utang 
1) Kelebihan yang Tidak Diperjanjikan 
Utang seharusnya dikembalikan dalam jumlah yang sama dengan yang 
diterima dari orang yang memberikan utang tanpa tambahanan, namun apabila terdapat 
penambahan pembayaran yang dilakukan atas kemauan orang yang berhutang secara 
ikhlas sebagai tanda terimakasih atas bantuan pemberian utang dan bukan didasari atas 
perjanjian sebelumnya, maka kelebihan tersebut boleh (halal) bagi pihak orang yang 
memberikan utang, dan merupakan kebaikan bagi orang yang berhutang.77 
2) Kelebihan yang Diperjanjikan 
Tambahan yang dikehendaki oleh pemberi utang atau telah menjadi 
perjanjian sewaktu akad, hal itu tidak boleh, tidak halal orang yang memberi utang 
untuk mengambil tambahan itu. Misalnya orang yang memberi utang berkata kepada 
yang berutang, “Saya memberi utang engkau dengan syarat sewaktu membayar engkau 
tambah sekian.” Apabila disyaratkan ada tambahan dalam pembayaran, hukumnya 
haram dan termasuk riba.78 
 
 
                                                          
  
77H. Ahmad Khumedi Ja‟far, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Pusat Penelitian dan Penerbitan 
IAIN Raden Intan Lampung, 2015., h. 168. 
78H. Ahmad Khumedi Ja‟far, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Pusat Penelitian dan Penerbitan 
IAIN Raden Intan Lampung, 2015., h. 168. 
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BAB III 
 METODE PENELITIAN  
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Untuk memperoleh data yang lengkap dalam penelitian ini, maka peneliti 
menggunakan  jenis penelitian kualitatif. Metode Penelitian kualitatif adalah suatu 
pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti 
mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan 
orang-orang di tempat penelitian. Metode penelitian kualitatif menurut para ahli adalah 
: 
1. Menurut Strauss & Corbin, Penelitian kualitatif adalah sebagai jenis penelitian 
yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk 
hitungan lainnya. 
2. Menurut Mc. Millan dan Schumacher, penelitian kuliatatif adalah suatu 
pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karna biasa peneliti 
mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinterkasi  
dengan orang- orang di tempat penelitian.135 
Penelitian kualitatif mencari makna, pemahaman, pengertian, tentang suatu 
fenomena, “kejadian maupun kehidupan manusia dengan terlibat langsung atau tidak 
langsung dalam setting yang diteliti, kontekstual dan menyeluruh.136 
                                                          
135Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan, (Jakarta : 
Prenada Media Group, 2014), h. 328. 
 136Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan, (Jakarta : 
Prenada Media Group, 2014), h. 328. 
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Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian 
yang tidak menggunakan rumus statistik dalam menyelesaikan penelitian. 
2. Lokasi Penelitian 
  Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Campaga, Kab. Bantaeng dikarenakan 
profesi yang paling banyak di daerah tersebut adalah petani dan kebanyakan dari 
masyarakatnya menanam kopi. 
B. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan studi etnografis dan normatif. 
Studi etnografis merupakan studi yang sangat mendalam tentang perilaku yang terjadi 
secara alami di sebuah budaya atau sebuah kelompok sosial tertentu untuk memahami 
sebuah budaya tertentu dari sisi pandang pelakunya. Para ahli menyebutnya sebagai 
penelitian lapangan, karena memang dilaksanakan di lapangan dalam latar alami.137 
Pendekatan normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian 
hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Penelitian hukum 
normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma 
hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum.138 
 
 
 
 
                                                          
137John W. Creswell, Penelitian Kualitatif dan Desain Riset, ( Yogyakarta:Pustaka Pelajar), h. 
19.  
138Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat, Cet. 
II. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 13. 
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C. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis Data 
Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data 
primer adalah data yang diperoleh melalui pengamatan atau wawancara langsung 
dengan narasumber. Dalam hal ini adalah petani kopi di Kelurahan Campaga. 
2. Sumber Data 
Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.139 
Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah informan. Informan adalah 
subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang 
memahami objek penelitian.140 Informan yang dimaksud oleh penulis di sini adalah petani 
yang melakukan praktik Appattimoro’ di Kelurahan Campaga Kecamatan Tomobulu 
Kabupaten Bantaeng.  
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Data yang dibutuhkan dalam penulisan ini secara umum terdiri dari data yang 
bersumber dari penelitian lapangan. Adapun metode pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Wawan merupakan teknik 
pengumpulan data untuk mendapatkan keterangan lisan melalui tanya jawab dan 
berhadapan langsung dengan para informan yaitu petani di Kelurahan Campaga.141  
                                                          
139Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan, (edisi Revisi V, Jakarta: Rineka 
Cipta, 2002), h. 107.  
140M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, Edisi 1, Cet. Ke-3 (Jakarta: Kencana, 2007), h. 
76.    
141Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Social, (cet. IV: Jakarta 
PT. Bumi Aksara, 2001), h. 73. 
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Wawancara terstruktur adalah wawancara dengan menggunakan daftar 
pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Peneliti menggunakan teknik wawancara 
terstruktur agar fokus pada pokok permasalahan penelitian.142 Wawancara dilakukan 
kepada para informan dengan menggunakan alat perekam untuk memperoleh hasil 
yang akurat dan agar tidak kehilangan imformasi. Sebelum mengajukan pertanyaan, 
peneliti menjelaskan terlebih dahulu mengenai permasalahan penelitian dan pedoman 
yang dilakukan selama kegiatan wawancara berangsung. 
E. Instrumen Penelitian 
Dalam penelitian kualitatif instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri.143 
Oleh karena itu peneliti sebagai instrument juga harus divalidasi, seberapa jauh peneliti 
siap melakukan penelitian untuk selanjutnya terjun ke lapangan.Validasi terhadap 
penelitian sebagai instrument meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian 
kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk 
memasuki obyek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya. Peneliti 
kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan focus penelitian, memilih 
informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, 
analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulannya atas temuannya. 
Instrumen teknis yang dipakai peneliti adalah dengan pedoman wawancara  yang 
digunakan sebagai acuan dalam proses wawancara. Peneliti akan terjun langsung 
kelapangan untuk melakukan pengumpulan data, analisis data dan membuat 
kesimpulan. 
 
                                                          
142 Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Social, (cet. IV: 
Jakarta PT. Bumi Aksara, 2001), h. 73 
143Sugiyono, Memahami Peneltian Kualitatif(Bandung : CV. Alfabeta, 2008),  h.59 
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F. Teknik pengolahan dan Analisis Data 
Analisis data dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan bahkan merupakan 
bagian yang sangat menentukan dari beberapa langkah penelitian sebelumnya. Dalam 
penelitian kualitatif, analisis data harus seiring dengan pengumpulan fakta-fakta di 
lapangan, dengan demikian analisis data dapat dilakukan sepanjang proses penelitian 
dengan menggunakan teknik analisis sebagai berikut: 
1. Reduksi Data 
Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 
penyederhanaan, pengabstraan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-
catatan tertulis di lapangan, proses ini berlangsung terus-menerus. Reduksi data 
mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus.144 Langkah-langkah yang 
dilakukan adalah menajamkan analisis, menggolongkan ke dalam tiap permasalahan 
melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan 
mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi. Data yang di reduksi 
antara lain seluruh data mengenai permasalahan penelitian.  
Data yang di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan 
mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data 
tambahan jika diperlukan.  
2. Penyajian Data 
                                                          
144Miles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru, 
(Jakarta: UI Press, 1992), h. 16.  
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Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga 
memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 
Bentuk penyajian data kualitatif, dapat berupa teks naratif, maupun matrik, grafik, 
jaringan dan bagan.145 
3. Penarikan Kesimpulan 
Upaya penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan peneliti secara terus-
menerus selama berada di lapangan.Dari permulaan pengumpulan data, mulai mencari 
arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola, penjelasan-penjelasan, konfigurasi-
konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposal.146 
                                                          
145Miles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru, 
(Jakarta: UI Press, 1992), h. 16.  
146Miles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru, 
(Jakarta: UI Press, 1992), h. 16.  
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Pada gambaran lokasi penelitian akan menyajikan tiga gambaran umum, yaitu 
gambaran umum Kabupaten Bantaeng, Kecamatan Tompobulu, dan Kelurahan 
Campaga. 
1. Gambaran Umum Kabupaten Bantaeng 
a. Keadaan Geografis 
Kabupaten Bantaeng yang dikenal dengan sebutan “Butta Toa” Secara Harfiah 
berarti tanah yang tua yang terletak di provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten ini 
mempunyai luas wilayah 395,83 km. Kabupaten Bantaeng secara geografis terletak 
±120 km arah selatan Makassar, Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan dengan posisi 
5º21’13’’-5º35’26’’ Lintang Selatan dan 119º51’42’’- 120º05’27’’ Bujur Timur. 
Kabupaten Bantaeng terletak di daerah pantai yang memanjang pada bagian barat ke 
timur kota yang salah satunya berpotensi untuk perikanan, dan wilayah daratannya 
mulai dari tepi laut Flores sampai ke pegunungan sekitar Gunung Lompobattang 
dengan ketinggian tempat dari permukaan laut 0-25 m sampai dengan ketinggian lebih 
dari 1.000 m di atas permukaan laut. Kabupaten Bantaeng terletak di bagian selatan 
provinsi Sulawesi Selatan yang berbatasan dengan: 
1) Sebelah Utara : Kabupaten Gowa dan Kabupaten Bulukumba 
2) Sebelah Timur : Kabupaten Bulukumba 
3) Sebelah Selatan : Laut Flores 
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4) Sebelah Barat : Kabupaten Jeneponto159 
Berdasarkan pembagian daerah administrasi, pemerintahan Kabupaten 
Bantaeng terbagi atas 8 wilayah kecamatan yang meliputi 46 desa dan 21 kelurahan, 
502 Rukun Warga (RW) dan 1.108 Rukun Tetangga (RT). Kedelapan kecamatan 
tersebut adalah 3 kecamatan tepi pantai (Kecamatan Bissappu, Bantaeng dan 
Pa’jukukang) dan 5 kecamatan bukan pantai (Kecamatan Uluere, Sinoa, 
Gantarangkeke, Tompobulu, dan Eremerasa).160 
Tabel 4.1  : Luas Kecamatan di Kabupaten Bantaeng. 
No Kecamatan Luas (Km²) Persentase (%) 
1 Bissappu 32,84 8,30 
2 Uluere 67,29 17,00 
3 Sinoa 43,00 10,86 
4 Bantaeng 28,85 7,29 
5 Eremerasa 45,01 11,37 
6 Tompobulu 76,99 19,45 
7 Pa’jukukang 48,90 12,35 
8 Gantarangkeke 52,95 13,38 
Jumlah 395,83 100,00 
Sumber : Kantor BPS – Kabupaten Bantaeng dalam angka 2014 
 
                                                          
159https://bantaengkab.go.id>profil-daerah.html, diakses 03 September 2017, jam 08.00 WITA.  
160https://bantaengkab.go.id>profil-daerah.html, diakses 03 September 2017, jam 08.00 
WITA.  
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Kecamatan Tompobulu merupakan wilayah kecamatan terluas dengan luas 
wilayah 76.99 km2 atau sekitar 19,45 % dari luas wilayah kabupaten. Kemudian 
disusul kecamatan lainnya dan terkecil adalah kecamatan Bantaeng yang merupakan 
pusat kota Kabupaten Bantaeng yang strategis memiliki alam tiga dimensi, yakni bukit 
pegunungan, lembah dataran dan pesisir pantai.161 
Gambar 4.1 : Peta Kabupaten Bantaeng 
                                                          
161https://bantaengkab.go.id>profil-daerah.html, diakses 03 September 2017, jam 08.00 
WITA. 
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b. Demografi 
Penduduk Kabupaten Bantaeng berjumlah 181.006 jiwa yang tersebar di 8 
(delapan) kecamatan. Dilihat dari kepadatan penduduk, Kecamatan Bissappu, 
Bantaeng,dan Pa‟jukukang yang mempunyai jumlah penduduk terbesar sedangkan 
Kecamatan Uluere memiliki jumlah penduduk yang terkecil. Lebih lengkapnya 
dijabarkan dalam tabel berikut : 
Tabel 4.2 
Jumlah Penduduk dan Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Bantaeng 
Sumber : Kantor BPS-Bantaeng Dalam Angka, 2013 
N
o 
Kecamatan 
Luas 
(Km²) 
Jumlah 
Pendudu
k 
Kepadata
n 
Penduduk 
Banyakny
a rumah 
Tangga 
Kepadatan 
Penduduk/ 
RumahTangg
a 
1 Bissappu 32,84 31.685  964,83 7.931 4 
2 Uluere 67,29 37.612  1303,71 8.795 4 
3 Sinoa 43,00 23.473  304,88 5.822 4 
4 Bantaeng 28,85 11.077  164,62 2.504 4 
5 Eremerasa 45,01 29.723  607,83 7.187  4 
6 Tompobulu 76,99 19.069  423,66 4.056  4 
7 Pa’jukukang 48,90 12.115  281,74 3.158  4 
8 Gantarangkek
e 
52,95 16.252  306,93 4.224  4 
Jumlah  395,8
3 
181.006 457,28 44.127 4 
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Kepadatan penduduk di 3 kecamatan tersebut dikarenakan kecamatan tersebut 
merupakan perkotaan sekaligus daerah pesisir yang merupakan wilayah yang dilalui 
oleh jalan nasional penghubung antar Kabupaten dan desa-desa sekitarnya, yang 
menyediakan berbagai macam pusat kegiatan, seperti pusat ekonomi dan pusat 
pemerintahan, dan juga tersedianya berbagai macam sarana dan prasarana yang lebih 
baik dan lebih lengkap. Sedangkan tingkat kepadatan penduduk yang terendah yaitu 
Kecamatan Uluere, beberapa penyebab dikarenakan kecamatan uluere memiliki 
topografi yang berbukit-bukit, lahan yang ada kurang cocok untuk dijadikan 
permukiman. Walaupun kecamatan ini memiliki lahan yang luas (Kecamatan terluas 
ke-2 dengan luas lahan 67,29 km2).162 
c. Visi dan Misi Kabupaten Bantaeng 
1.  Visi Kabupaten Bantaeng 
Pusat pertumbuhan ekonomi dibagian selatan Sulawesi Selatan tahun 2018 
2. Misi Kabupaten Bantaeng 
a) Meningkatkan kualitas SDM melalui pengembangan kapasitas penduduk 
b) Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam bidang pertanian dan kelautan 
c) Meningkatkan jaringan perdagangan, industri dan pariwisata 
d) Memaksimalkan berkembangnya lembaga ekonomi masyarakat secara 
terpadu 
e) Penguatan kelembagaan pemerintah163 
2. Gambaran Umum Kecamatan Tompobulu 
a. Keadaan Geografis 
                                                          
162 https://bantaengkab.go.id>profil-daerah.html, diakses 03 September 2017, jam 08.00 
WITA. 
163https://bantaengkab.go.id>profil-daerah.html, diakses 03 September 2017, jam 08.00 WITA. 
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Kecamatan tompobulu adalah salah satu kecamatan dari 8 kecamatan di 
Kabupaten Bantaeng. Sebelum ada pemekaran beberapa kecamatan, Kecamatan 
Tompobulu mewilayahi Kecamatan Pa’jukukang dan Kecamatan Gantarangkeke. 
Kecamatan Tompobulu disamping berbatasan dengan kecamatan lainnya di Kabupaten 
Bantaeng juga berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba. Ibu kota Kecamatan 
Tompobulu terletak di Kelurahan Banyorang. Letak Kecamatan Tompobulu 
Berbatasan dengan: 
1) Sebelah Utara : Gunung Lompobattang Kecamatan Eremerasa 
2) Sebelah Timur : Kabupaten Bulukumba 
3) Sebelah Selatan : Kecamatan Gantarangkeke 
4) Sebelah Barat : Kecamatan Bantaeng dan Eremerasa.164 
Luas wilayah Kecamatan Tompobulu tercatat ±76,99 km² atau 19,45% dari luas 
wilayah Kabupaten Bantaeng yang meliputi 6 Desa dan 4 Kelurahan. Pemerintahan 
Wilayah Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng membawahi 10 (Sepuluh) 
Desa/Kelurahan dengan Ibu Kota Wilayah Kecamatan berkedudukan di Kelurahan 
Banyorang. Jarak dengan Ibu Kota Kabupaten Bantaeng ±24 km dan Desa/Kelurahan 
masing-masing mebawahi RW, RT dengan jumlah RW 75 dan RT 161. 165 
b. Demografi 
Penduduk Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng berdasarkan hasil 
Registrasi Penduduk tahun 2013 berjumlah sekitar 23.471 jiwa terdiri dari jenis 
kelamin laki-laki sebanyak 11.081 jiwa dan jenis kelamin perempuan sebanyak 12.390 
                                                          
164https://kantorcamattompobulu.blogspot.com>profil-daerah.html, diakses 03 September 
2017, jam 08.00 WITA.   
165https://kantorcamattompobulu.blogspot.com>profil-daerah.html, diakses 03 September 
2017, jam 08.00 WITA.    
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jiwa yang tersebar di 10 desa/kelurahan, dengan jumlah penduduk terbesar terdapat di 
Kelurahan Lembang Gantarangkeke yaitu sekitar 3.595 jiwa.166 
Tabel 4.3 : Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan  
Penduduk Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Tompobulu 
No Desa/Kelurahan 
Jumlah Penduduk Laju  
Pertumbuhan 2010 2011 2012 2013 
1 Gantarangkeke  3.501 3.545 3.566 3.595 0,59 
2 Pattallassang  3.032 3.062 3.080 3.106 0,59 
3 Bonto-Bontoa  1.856 1.875 1.886 1.901 0,59 
4 Banyorang  2.897 2.926 2.943 2.968 0,58 
5 Campaga  1.882 1.901 1.911 1.928 0,53 
6 Bonto Tappalang  1.274 1.278 1.294 1.305 0,54 
7 Balumbung  1.857 1.876 1.887 1.902 0,59 
8 Ereng-Ereng  1.748 1.765 1.775 1.791 0,57 
9 Labbo  2.992 3.022 3.040 30.65 0,60 
10 Pattaneteang     1.865 1.884 1.895 1.910 0,58 
Jumlah 22.913  23.143 23.277 23.471 0,58 
Sumber : Kantor BPS – Kecamatan Tompobulu dalam angka 2013 
c. Visi Misi Kecamatan Tompobulu 
Kecamatan Tompobulu adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Bantaeng, 
tentulah membutuhkan strategi dalam menjalankan roda pemerintahan dan 
pembangunan, sehingga di semua bidang pemerintahan dan pembangunan bisa 
                                                          
166https://kantorcamattompobulu.blogspot.com>profil-daerah.html, diakses 03 September 
2017, jam 08.00 WITA.    
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terlaksan dengan baik sesuai yang diinginkan. Maka dalam hal pencapaian suatu 
tujuan, diperlukan suatu perencanaan dan tindakan nyata.167 
Secara umum bisa dikatakan bahwa Visi dan Misi adalah suatu konsep 
perencanaan yang disertai dengan tindakan. Kabupaten Bantaeng sudah menetapkan 
Visi dan Misi sebagai suatu rumusan perencanaan dan tindakan, yaitu Kabupaten 
Bantaeng Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Bagian Selatan Sulawesi Selatan, 
sehingga Kecamatan Tompobulu berdasarkan rumusan tersebut, merumuskan Visi dan 
Misi setelah mempertimbangkan segala potensi yang ada, baik sumber daya manusia 
maupun sumber daya alam Kecamatan Tompobulu, untuk menopang dan mendukung 
tercapainya Visi Kabupaten Bantaeng yaitu Kecamatan Tompobulu yang Mandiri, 
Bersaing dan Berwawasan lingkungan melalui kualitas Pelayanan Prima dan 
Pemberdayaan Masyarakat. Untuk mencapai Visi tersebut, dirumuskan Misi sebagai 
usaha dan penyataan apa yang harus dikerjakan untuk mencapai visi yang telah 
ditetapkan. Maka Kecamatan Tompobulu menetapkan Misi sebagai berikut: 
1) Mengoptimalkan sumber daya aparatur pemerintahan kecamatan dalam rangka 
transparansi birokrasi secara profesional dan proporsional. 
2) Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat. 
3) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam menunjang kegiatan pembangunan. 
4)Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan lingkungan dan ketertiban 
umum. 
5) Memfasilitasi peningkatan ekonomi masyarakat yang berdaya saing. 
                                                          
167https://kantorcamattompobulu.blogspot.com>profil-daerah.html, diakses 03 September 
2017, jam 08.00 WITA.    
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6) Meningkatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengoptimalkan sumber daya 
alam terutama dalam pengelolaan hasil pertanian dan perkebunan sebagai 
income.168 
3.  Gambaran Umum Kelurahan Campaga 
a.  Keadaan Geografis 
 Kelurahan Campaga adalah salah satu Kelurahan di Kecamatan Tompobulu 
Kabupaten Bantaeng yang berjarak kurang lebih 17 Km, jarak dari Ibu Kota Provinsi 
147 Km dan berada di sebelah utara Ibu Kota Kabupaten Bantaeng serta kurang lebih 
2 Km dari Kelurahan Banyorang yang merupakan Ibu Kota Kecamatan Tompobulu. 
 Luas wilayah 5.01 Km², terbagi atas tanah sawah ladang 4.376.337 Ha, empang 
1 Ha, perkuburan 0,50 Ha. Luas wilayah Kelurahan Campaga 5.01 Km² dengan batas 
wilayah sebagai berikut: 
1) Sebelah Utara : Desa Balumbung dan Desa Bonto Tappalang. 
2) Sebelah Selatan : Desa Barua. 
3) Sebelah Barat : Desa Kampala, Desa Pa’bumbungan, dan Desa Parangloe. 
4) Sebelah Timur : Kelurahan Banyorang.169 
b. Topografi Kelurahan Campaga 
 Kelurahan Campaga memiliki kondisi daerah yang berbukit-bukit dan terletak 
di dataran tinggi serta berada di atas ketinggian ± 395 m dari permukaan laut. Kondisi 
tanah di Kelurahan ini cukup subur untuk ditanami berbagai jenis tanaman baik 
tanaman holtikultura maupun tanaman jangka panjang. Potensi pengairan di Kelurahan 
                                                          
168https://kantorcamattompobulu.blogspot.com>profil-daerah.html, diakses 03 September 
2017, jam 08.00 WITA.    
169Arsip  Kantor Lurah Campaga Tahun 2013-2017, h. 22. 
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Campaga cukup bagus sehingga daerah ini dianggap sangat cocok untuk persawahan 
dan perkebunan serta dapat memberikan kontribusi pengairan untuk desa dan 
kelurahan lain yang ada disekitar Kelurahan Campaga, bahkan lintas kecamatan.170 
c. Demografi 
Jumlah penduduk di Kelurahan Campaga diklasifikasikan berdasarkan umur 
mulai dari 0-12 bulan, 13-23 bulan, 2-5 tahun, 6-10 tahun, 11-15 tahun, 16-20  tahun, 
21-25 tahun, 26-30 tahun, 31-35 tahun, 36-40 tahun, 41-45 tahun, 46-50 tahun, 51-55 
tahun, 56-60 tahun, 61-65 tahun. 66-70 tahun, 71-75 tahun, 76-80 tahun, dan 80 tahun 
ke atas. 171 
d. Visi dan Misi Kelurahan Campaga 
1. Visi Kelurahan Campaga 
 Terwujudnya Kelurahan Campaga sebagai kelurahan yang berbasis agraris 
melalui pengembangan dan peningkatan kualitas, kuantitas produksi hasil pertanian 
dan perkebunan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dimana warga masyarakat hidup 
maju dan  berkembang dengan baik dalam pemenuhan kebutuhan hak dasar hidup 
seperti hak atas pangan, kesehatan, pendidikan, perumahan, air bersih, penerangan rasa 
aman dan mengembalikan fungsi lahan dan hutan serta menghindari terjadinya 
pengrusakan alam mupun jaminan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang untuk 
mendorong dan memacu pertumbuhan kelurahan serta pemanfaatan Sumber Daya 
Alam (SDA) yang ramah lingkungan secara berkelanjutan sebagai aset utama 
kelurahan sehingga derajat kesejahteraan warga meningkat.172 
                                                          
170Arsip  Kantor Lurah Campaga Tahun 2013-2017, h. 25. 
171Arsip  Kantor Lurah Campaga Tahun 2013-2017, h. 35. 
172Arsip  Kantor Lurah Campaga Tahun 2013-2017, h. 57. 
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Tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis dijalankan secara 
transparansi dan akuntabel berkat dukungan dan peran pemerintah lembaga LPM serta 
lembaga-lembaga lain yang ada di kelurahan agar tercipta pelayanan masyarakat 
profesional, seluruhan komponen warga utamanya orang miskin, kaum perempuan, 
pemuda, dan kelompok termarginalkan senantiasa melibatkan diri secara partisipatif 
dan aktif sehingga mampu bersinergi pada setiap proses pembangunan serta hubungan 
sosial antara warga dengan warga ataupun warga dengan dengan pemerintah yang 
menjadi symbol perekat dalam menjalin hubungan sosial sehingga tercipta harmonisasi 
dalam tatanan kehidupan masyarakat yang akan menimbulkan sikap saling mengargai 
dan saling percaya serta penerapan nilai-nilai bersumber dari agama diwujudkan 
menjadi nilai-nilai dasar ke dalam perilaku ehidupan sehari-hari seluruh warga 
kelurahan, unit-unit pelayanan publik menerapkan pelayanan prima yang bermutu 
sehingga warga kelurahan dapat mengakses dengan mudah seperti pelayanan kesehatan 
dan pemerintahan.173 
2. Misi kelurahan Campaga 
a) Peningkatan sarana dan prasarana wilayah di kelurahan Campaga 
b) Peningkatan kualitas pendidikan 
c) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat khususnya bagi warga 
miskin perempuan dan termarjinalkan. 
d) Peningkatan perbaikan kampung dan pemukiman 
e) Peningkatan kualitas dan kapasitas pelayanan tingkat kelurahan 
f) Peningkatan produksi dan kualitas komoditi unggulan kelurahan 
g) Peningkatan ekonomi mikro rumah tangga 
                                                          
173Arsip  Kantor Lurah Campaga Tahun 2013-2017, h. 58. 
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h) Peningkatan kualitas produksi ternak.174 
e. Kondisi Perekonomian Masyarakat Kelurahan Campaga 
 Berdasarkan hasil pendataan dapat diketahui beberapa jenis mata pencaharian 
pokok warga yang merupakan sumber pendapatan masyarakat kelurahan Campaga. 
Sumber mata pencaharian pokok yang ada di Kelurahan Campaga diantaranya Pegawai 
Negeri Sipil (PNS), petani, pedagang, peternak, tukang kayu, tukang batu, buruh, 
montir, tukang ojek, supir, penjual barang campuran, dan sebagian warga merantau 
keluar daerah bahkan keluar negeri untuk mencari nafkah. Kegiatan bertani dengan 
persentase 92% sebagai mata pencaharian pokok dengan jenis tanaman cengkeh, kopi, 
dan coklat.175  
 Khusus untuk potensi sumber daya alam ada beberapa hal yang sangat 
mendukung pendapatan masyarakat, salah satunya adalah potensi tanaman 
perkebunan. Jenis tanaman perkebunan di wilayah Kelurahan Campaga yang 
merupakan unggulan dan tersebar hasilnya adalah tanaman cengkeh, coklat, dan kopi. 
Tanaman cengkeh menyebar hampir diseluruh RW yang ada di Kelurahan Campaga 
dan membantu perekonomian masyarakat karena merupakan tanaman yang sangat 
cocok dengan iklim di Kelurahan Campaga yang berada pada ketinggian ± 500-1000 
meter dari permukaan laut dan tanaman cengkeh sudah lama di kenal dan 
dikembangkan oleh masyarakat sebagai komoditi unggulan.176 
 Tanaman kopi merupakan salah satu tanaman jangka panjang yang 
dibudidayakan oleh masyarakat Kelurahan Campaga. Panen biasanya dilakukan pada 
                                                          
174Arsip  Kantor Lurah Campaga Tahun 2013-2017, h. 58. 
175Arsip  Kantor Lurah Campaga Tahun 2013-2017, h. 26. 
176Arsip  Kantor Lurah Campaga Tahun 2013-2017, h. 26. 
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bulan juni dan satu kali dalam setahun. Tanaman kopi ditanam oleh masyarakat disela-
sela tanaman jangka panjang lainnya. Tanaman coklat juga merupakan salah sumber 
pendapatan utama bagi masyarakat, sekitar 20% dari keseluruhan luas wilayah 
Kelurahan Campaga tersebar di semua RW. Selain tanaman unggulan yang telah 
disebutkan,  terdapat juga jenis tanaman perkebunan yakni durian, langsat, rambutan, 
salak, pisang, kelapa, dan nangka. Sentra pengembangan komoditas diupayakan sesuai 
dengan potensi kesesuaian lahan.177 
 
B. Pelaksanaan Sistem Appattimoro’ di Kelurahan Campaga Kecamatan 
Tompobulu Kabupaten Bantaeng. 
Kelurahan Campaga merupakan salah satu kelurahan yang terletak di 
Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng. Kondisi geografis yang subur dan 
dikelilingi oleh pegunungan mendukung para masyarakat setempat yang mayoritas 
bekerja sebagai petani. Salah satunya adalah tanaman kopi yang merupakan tanaman 
pokok di daerah tersebut yang dapat tumbuh dengan baik karena dukungan dari kondisi 
geografis. Tanaman ini bisa dipanen sekali dalam setahun dan dengan perawatan yang 
benar akan menghasilkan kopi yang baik pula. 
Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai petani 
dengan penghasilan yang tidak menentu membuat mereka harus memutar otak untuk 
memenuhi kebutuhan hidup serta jika dihadapkan dengan masalah yang bersifat 
mendesak seperti membayar kebutuhan sekolah, membiayai keluarga yang sedang 
sakit, dan lain sebagainya. 
Pelaksanaan praktek Appattimoro’ sebagian besar dilaksanakan sebelum 
tanaman kopi siap untuk di panen, apabila seseorang petani sudah kekurangan uang 
                                                          
177Arsip  Kantor Lurah Campaga Tahun 2013-2017, h. 26. 
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dan mereka dituntut untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak  maka apapun akan 
dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.178 
Appattimoro’ ini ada sebelum pattimoro’ memberikan pinjaman  berupa uang 
kepada petani. Biasanya mereka didahului dengan  perjanjian bersama, yang istilahnya 
disebut dengan nama Appattimoro’. Appattimoro’ adalah berasal dari bahasa 
masyarakat Kelurahan Campaga dalam hal utang piutang di bidang pertanian. 
Sedangkan di dalam prakteknya Appattimoro’ di Kelurahan Campaga Kecamatan 
Tompobulu Kabupaten Bantaeng  hanya dilaksanakan oleh petani dengan pattimoro’ 
saja secara lisan, sehingga tidak diperlukan  campur tangan  pejabat yang berwenang, 
jadi hanya dengan rasa saling percaya, sehingga secara formalnya pejabat yang 
berwenang  tidak membantu keabsahan berlakunya praktek Appattimoro’.179 
 Berikut adalah hasil wawancara mengenai penjelasan tentang bagaimana 
pelaksanaan sistem Appattimro’ di Kelurahan Campaga Kecamatan Tompobulu 
Kabupaten Bantaeng, diantaranya adalah: 
1. Menurut Dg. Waha’, proses panen kopi dimulai sekitar bulan enam, lamanya 
pemanenan kopi 2 sampai 3 bulan, tergantung dari rajin atau tidaknya petani 
memanen kopi. Biasanya para petani memanen sendiri kopinya atau membayar 
pekerja untuk memanen biji kopi tersebut. Setelah proses memanen kopi selesai, 
maka proses penjualannya dilakukan dengan berbagai macam cara tergantung dari 
kebutuhannya. Salah satunya adalah petani meminjam uang dan akan dibayar 
dengan buah kopi pada saat panen. Oleh masyarakat setempat mengenal cara 
                                                          
178Wawancara dengan Asdar, salah satu petani di Kelurahan Campaga pada 03 September 2017. 
179Wawancara dengan H. Tahir, salah satu tokoh masyarakat di Kelurahan Campaga pada 03 
September 2017. 
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tersebut dengan sistem Appattimoro’. Sistem Appattimoro’ dilakukan oleh petani 
karena pada saat mereka mulai menanam tanaman kopi membutuhkan dana untuk 
merawat tanaman kopi tersebut atau juga dana untuk biaya kehidupan atau hal 
yang  mendesak. Misalnya petani pada masa tanamannya memerlukan pemupukan 
atau keperluan sekolah anaknya dan kehabisan biaya. Oleh karena itu petani 
tersebut berusaha mencari pinjaman uang untuk memenuhi kebutuhannya, namun 
tidak memperoleh pinjaman. Akhirnya karena tidak ada jalan lain yang dapat 
ditempuh kecuali menjual kopi yang masih di pohon atau belum siap panen pada 
pattimoro’. Pada saat melakukan praktek Appattimoro’ harga kopi ditentukan oleh 
pattimoro’ dan petani harus menyetujui segala persyaratan yang diberikan.180 
2. Sistem Appattimoro’ menurut salah seorang petani yang bernama Dg. Sahaka, 
petani meminjam uang kepada  pattimoro’ dan akan dibayar dengan kopi yang 
harganya di bawah dari harga pasar atau setengah harga dari harga asli. Setelah 
itu, kopi akan diberikan pada saat musim panen, akan tetapi jika musim panen tiba, 
petani mengalami gagal panen maka kopi dapat diberikan pada panen berikutnya 
dan jumlah kopinya bertambah 2 kali lipat dari sebelumnya. Misalnya petani 
meminjam uang Rp. 200.000 kepada pattimoro, kemudian pada musim panen uang 
Rp.200.000 tersebut akan dibayar dengan kopi sebanyak 20 liter, dan apabila pada 
saat musim panen tiba lalu petani tersebut tidak bisa memberian bau kopi sebanyak 
20 liter, maka buah kopi tersebut boleh diberikan pada musim panen berikutnya 
sebanyak 40 liter. Rata-rata petani di Kelurahan Campaga menjual kopinya dengan 
sistem Appattimoro’ dengan alasan sudah menjadi kebiasaan dan ada juga yang 
                                                          
180Wawancara dengan Dg. Waha’, salah satu petani di Kelurahan Campaga pada 03 September 
2017.  
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melakukan sistem Appattimoro’ karena kesulitan dana untuk perawatan tanaman 
ataupun memenuhi kebutuhan hidupnya.181 
3. Sistem Appattimoro’ yang berlaku di masyarakat Kelurahan Campaga yaitu petani 
menjual kopi yang masih hijau atau masih berbunga dan dijual dengan harga di 
bawah dari harga pasar,  harga tersebut sudah ditentukan oleh pattimoro’ dan 
petani harus menyetujui harga tersebut.182 
Jadi perjanjian yang dsepakatii dalam praktik Appattimoro ini adalah petani 
meminjam uang kepada pattimoro’, uang tersebut akan dibayar dengan buah kopi 
dengan standar ukuran  liter pada musim panen, dan apabila buah kopi tersebut tidak 
bisa diberikan pada waktu jatuh tempo (panen), maka petani tersebut akan memberikan 
buah kopi pada panen berikutnya dengan menambah 2 kali lipat dari jumlah 
sebelumnya.  
Adapun pelaksanaan sistem Appattimoro’  timbul karena ada para petani yang 
memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, mereka meminjam 
uang kepada pattimoro’ . Pattimoro’ adalah seorang  pedagang yang memiliki modal. 
Para petani tersebut bisa meminjam uang ke saudara atau ke bank, tetapi para petani 
tersebut lebih memilih meminjam uang dengan cara Appattimoro’, karena mereka bisa 
mendapatkan uang dengan mudah dan langsung menerima dan uang tersebut bisa 
dikembalikan dikemudian hari yaitu pada waktu panen. 
                                                          
181Wawancara dengan Dg. Sahaka, salah satu petani di Kelurahan Campaga pada 03 September 
2017.  
182Wawancara dengan Dg. Jumaria, salah satu petani di Kelurahan Campaga pada 03 September 
2017. 
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Pelaksanan sistem Appattimoro’ ini menjadi aktivitas atau biasa dilakukan oleh 
masyarakat Kelurahan Campaga dan sistem appattimoro’ tersebut hanya dilaksanakan 
oleh petani dengan pattimoro’ saja secara lisan atau tidak tertulis yaitu hanya 
menggunakan kesepakatan atau persetujuan bersama. Perjanjian appattimoro’ tersebut 
memang pada awal ucapannya adalah meminjam uang, tetapi setelah melalui proses 
ternyata utang uang tersebut tidak dibayar dengan uang, melainkan dibayar dengan 
buah kopi dengan standar atau ukuran liter pada musim panen, dan harga sesuai dengan 
uang yang dipinjamkan oleh pattimoro’. Jadi pattimoro’ mendapatkan harga yang lebih 
murah dibandingkan dengan pembelian pada saat ia membutuhkan buah kopi  tersebut. 
Menurut penulis perjanjian appattimoro’ yang dilaksanakan di Kelurahan 
Campaga bukan termasuk utang piutang, ijon. Akan tetapi termasuk jual beli salam, 
karena petani menjual hasil panennya (kopi), ketika musim panen dan uangnya diminta 
duluan. 
 
C. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Appattimoro’ Pada Petani Kopi di 
Kelurahan Campaga Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng. 
 Perjanjian appattimoro’ yang dilaksanakan di Kelurahan Campaga adalah 
petani meminjam uang kepada pattimoro’ untuk merawat tanaman atau memenuhi 
kebutuhan hidup, uang tersebut akan dibayar dengan buah kopi pada musim panen 
dengan standar  ukuran liter, dan apabila buah kopi tersebut tidak bisa diberikan pada 
waktu jatuh tempo, maka petani tersebut akan memberikan buah kopi pada panen 
berikutnya dengan jumlah 2 kali lipat dari sebelumnya. 
Akad yang disepakati dalam hukum Islam dengan membayar harganya dahulu, 
sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari. Hal ini termasuk dalam akad salam, 
yaitu akad jual beli barang pesanan diantara pembeli (muslam) dengan penjual (muslam 
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ilaih) dengan spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal 
akad, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka secara penuh.183 
Setiap jual beli haruslah memenuhi rukun dan syaratnya, rukun dan syarat yang 
terdapat dalam jual beli salam adalah adanya orang yang berakad, yaitu penjual dan 
pembeli. Dalam hal ini yang menjadi penjual adalah para petani. Dimana mereka 
meminta uangnya terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian, yaitu 
pada musim panen. Sedangkan yang disebut pembeli adalah para pattimoro’, yaitu 
pedagang yang memiliki modal. Dimana mereka membeli buah kopi yang belum ada, 
buah kopi tersebut akan diminta pada musim panen. 
Setiap orang harus memenuhi kriteria atau syarat-syarat tersebut untuk dapat 
melakukan jual beli salam. Jika kriteria tersebut tidak terpenuhi maka akad tersebut 
tidak sah. Misal, akadnya anak kecil dan orang gila. Maka mereka tidak boleh 
melakukan akad ini. 
Dari penjelasan tersebut dapat terlihat bahwa akad yang dilaksanakan oleh petani 
dengan pattimoro dalam akad appattimoro’ adalah sah menurut hukum Islam. 
Rukun salam yang kedua adalah adanya obyek salam. Adapun syarat obyek salam 
adalah barang yang dipesan adalah waktunya diketahui, harganya diketahui, barangnya 
berada dalam tanggungan dan batas waktu diketahui. 
Dilihat dari segi obyek salam, akad appattimoro’ telah memenuhi syarat hukum 
Islam karena jumlah barangnya diketahui, waktunya, harganya dan tempat penyerahan 
barangnya diketahui. Setiap transaksi yang dilakukan harus disertai ijab dan qabul 
karena merupakan unsur yang harus ada dalam sebuah akad. Pada prinsipnya makna 
                                                          
183Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah,( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 
h.128. 
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akad adalah kesepakatan dua kehendak. Seperti halnya yang terjadi pada praktik 
appattimoro’, terjadi kesepakatan antara petani dengan pattimoro’.  
Setiap akad harus ada sighat al`aqd yakni ijab dan qabul. Adapun ijab adalah 
Pernyataan pertama yang dinyatakan oleh salah satu dari muta’aqidin yang 
mencerminkan kesungguhan kehendak untuk mengadakan perikatan. Pernyataan ini 
dinyatakan oleh petani sebagai penjual ”saya akan meminjam uang kepada saudara, 
uang tersebut akan saya bayar dengan buah kopi pada musim panen”, dan qabul adalah 
Pernyataan oleh pihak lain setelah ijab yang mencerminkan persetujuan atau 
persepakatan terhadap akad. Pernyataan ini dinyatakan oleh pattimoro’ sebagai 
pembeli ”ya”. Demikianlah sighat ijab qabul yang antara kedua belah pihak,dimana 
mereka harus mematuhinya, seperti dalam firman Allah dalam QS. Al-Maidah: 1: 
ياَهَُّيأ ُٓ َُٰ َُ  َنيِذَّلٱ  ِب ْاُوف  َوأ ْآُونَماَء ُُقع  لٱ  ِدو  ُةَميَِهب مَُكل  تَّلُِحأ ِم ََٰع  َن  لۡٱ  يِ لِحُم َر  يَغ  مُك  يَلَع ََٰىل  ُتي اَم َِّلَإ ِد  ي َّصلٱ  َِّنإ ٌۗمُرُح  ُمتَنأَو َ َّللَّٱ 
 ُديُِري اَم ُمُك  َحي١  
 
Terjemahnya:  
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu 
binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) 
dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. 
Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-
Nya”.184 
Ijab qabul dalam appattimoro’ dilakukan antara petani dengan pattimoro’ saja 
dan kesepakatan untuk melakukan perjanjian  tersebut. Dengan adanya ijab qabul ini, 
maka telah ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksaksi. 
Syarat akad salam dalam hukum Islam adalah ditentukan takaran, timbangan dan 
waktunya secara jelas. Seperti dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari: 
                                                          
184Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro), h. 156.  
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َ أَْن عٍَرِْيث كَِنْبََِِ َّللّاَِدْب عَْن عٍَحْيِج نَِيب أَ ُٰ ِنْباَا ن  ر بْخ أ  َة نْي يُعَُنْباَا ن  ر بْخ أَُة ق د  صَا ن ثَّد  حََّب عَِنْباَْن عَِلا  هْنِملاَِيبَُ َّللّاَ  يِض  رٍَسا
َِنْي ت نَّسلَِرمَّتلِابَ  نُْوفِلُْسيَْمُه  و  َة نْيِد  مْلاَ  مَّل س  وَِهْي ل عَُ َّللّاَىَّل  صَ ُِّيبَّنلاَ  مِد قَ:  لا قَا  مُهْن عٍَلْي كَْيِف فٍَءْي شَِيفَ  ف لْس أَْن  مَ  لا ق فَ  ث لاَّثلا  وَ
َُلْع  مٍَل  ج أَى ِلإَمُْولْع  مٍَنْز  و  وٍَمُْولْع  مٍَمْو  
 
Artinya:  
“Diceritakan oleh Sadaqah dikabarkan oleh Ibnu Uyaiynah dikabarkan oleh Ibnu 
Najih mengabarkan kepada kita dari Abdillah Ibnu Katsir dari Abi Minhal dari 
Ibnu Abbas ra. Berkata: Nabi SAW datang ke Madinah dan melihat penduduk 
disana melakukan jual beli salaf pada buah-buahan dengan dua atau tiga tahun, 
maka Nabi berkata: barang siapa melakukan jual beli salaf, hendaknya ia 
melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk 
jangka waktu yang diketahui. (HR. Bukhari).185 
  Pada perjanjian appattimoro’ tersebut, sudah memenuhi. Jenisnya diketahui, 
jumlahnya diketahui dan jangka waktunya juga diketahui. Meskipun jenis barangnya 
tidak diketahui secara jelas, tetapi juga disebutkan jenisnya yaitu kopi. Perlu adanya 
catatan dalam melaksanakan muamalah tidak secara tunai, untuk waktu yang 
ditentukan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qs. Al-Baqarah ayat: 282. 
ا  هُّي أ
ٓ   يَ َنيِذَّلٱََ فَى ّٗ م س ُّمَٖل  ج أَ ٓ  ى ِلإٍَنۡي ِدبَُمتن يا د تَا ِذإَْآُون  ما  ءَُُۚهُوُبتۡكٱََُك نۡيَّبَُبتۡك يۡل  وَِبَ ُُِۢبتا كَۡمَُِۚلۡد عۡلٱََُه  مَّل عَا  م كَ  ُبتۡك يَن أٌَبِتا كَ  بۡأ يَ  لَ  وَُُۚ َّللّٱَ
َِلِلُۡميۡل  وَُۡبتۡك يۡل فيِذَّلٱََِهۡي ل عَُّق  حۡلٱَِقَّت يۡل  وََ َّللّٱََُهَّب  رۥََۡي شَُهۡنِمَۡس  خۡب يَ  لَ  و
ّٗ َ  نا كَِنإ فَ ُۚايِذَّلٱََِهۡي ل عَُّق  حۡلٱًََفيِع  ضَۡو أَاًهيِف سَُعيِط تۡس يَ  لََۡو أَا
َُهُّيِل  وَ ۡلِلُۡميۡل فَ  وُهَ َّلُِميَن أۥََِبَُِۚلۡد عۡلٱَ َوَْاُودِهۡش تۡسٱَََّلَ ِنإ فَ ُۡۖۡمكِلا  ج ِ رَنِمَ ِنۡي ديِه شَۡمَ َوَ ٞلُج  ر فَ ِنۡي لُج  رَ ا نوُك يَِنا ت أ  رۡمٱََ  نِمَ  نۡو  ضۡر تَن َّمِم
َِٓءا د  هُّشلٱََِإَ  ر ِ ك ُذت فَا  مُه  ى دۡحِإَ َّلِض تَن أَا  مُه  ى دۡحَُۚ ى  رُۡخۡلۡٱََ  بۡأ يَ  لَ  وَُٓءا د  هُّشلٱََۡس تَ  لَ  وَ
ُْۚاوُُعدَا  مَا ِذإ َاًرِيب كَۡو أَاًريِغ  صَُهُوُبتۡك تَن أَْآوُمَٓ ى ِلإَ
َِهِل  ج أَُۚۦََ دنِعَُط سۡق أَۡمُكِل   ذَِ َّللّٱََُك تَن أَ ٓ َِّلَإَْآُوبا تۡر تَ َّلَ أَ ٓ  ى نۡد أ  وَِة د   هَّشلِلَُم  وۡق أ  وَ َّلَ أٌَحا نُجَۡمُكۡي ل عَ  سۡي ل فَۡمُك نۡي بَا  ه نوُريُِدتَ ّٗة  رِضا  حًَة  ر   ِجتَ  نو
َُتۡع يا ب تَا ِذإَ ْآُودِهۡش أ  وَۗا هُوُبتۡك تَُۚۡمََُهَِّنإ فَ ْاُول عۡف تَِنإ  وَ
ُۚٞديِه شَ  لَ  وَٞبِتا كَ َّٓرا  ُضيَ  لَ  وۥَ َوَ ۗۡمُِكبَ
ُُۢقوُُسفَْاُوقَّتٱََۡۖ َّللّٱََُمُكُمِ ل ُعي  وََُۗ َّللّٱَ َوَُ َّللّٱٍََءۡي شَ ِ لُِكب
َٞميِل عَ٢٨٢َ 
                                                          
185Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardzabah 
Bukhari Ju’fi, Shahih Bukhari,(Beirut: Dar al Fikr, 1992) , h. 61.  
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Terjemahnya:  
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu´amalah tidak secara tunai 
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah 
seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah 
penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka 
hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan 
(apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, 
dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang 
itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak 
mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. 
Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di 
antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua 
orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa 
maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan 
(memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu 
menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. 
Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan 
lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu´amalahmu 
itu), kecuali jika mu´amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara 
kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan 
persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling 
sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal 
itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah 
mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (QS. Al-Baqarah : 
282).186 
Praktik appattimoro’ tersebut hanya dilaksanakan oleh petani dengan pattimoro  
secara lisan, tanpa ada catatan atau kwintasi, namun praktik appattimoro’ tersebut 
dilaksanakan dengan kesepakatan atau persetujuan bersama, dengan saling percaya dan 
juga ada saksi. Bentuk dari kepercayaan mereka adalah petani menerima uang duluan 
dan pattimoro’ akan menerima buah kopi pada waktu yang ditentukan, yaitu pada 
musim panen, meskipun pemberian buah kopi tersebut kadang mundur. 
                                                          
186 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro), h. 37 
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Meskipun nampaknya para petani rela memberikan tambahan 2 kali lipat buah 
kopi dari jumlah sebelumnya, tetapi karena petani itu kebunnya ada yang bukan milik 
sendiri maka itu sangat menyusahkan para petani. Jadi tambahan tersebut mengarah 
pada unsur riba. Secara etimologi riba berarti kelebihan atau tambahan. Pengertian riba 
secara etimologis kelebihan harta dalam suatu muamalah dengan tidak ada imbalan 
atau gantinya.187 
Para ulama fiqh membagi riba menjadi dua macam, yaitu riba al-fadhl dan riba 
an-nasi’ah. Riba al-fadhl adalah kelebihan pada salah satu harta sejenis yang diperjual 
belikan dengan ukuran syara’, yaitu dengan timbangan atau takaran tertentu, seperti 
kilogram. Misalnya, satu kg gula dijual dengan 1,1/4 kg gula lainnya. Kelebihan 1/4 
kg dalam jual beli ini disebut dengan riba al-fadhl. Sedangkan riba an-nasi’ah adalah 
kelebihan atas piutang yang diberikan orang yang ber utang kepada pemilik modal 
ketika waktu yang disepakati jatuh tempo.188 
Dengan adanya tambahan 2 kali lipat dalam akad appattimoro’ tersebut, itu 
termasuk kategori riba nasi’ah, karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan 
antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian, al-Qur’an dengan tegas 
melarang riba nasi’ah (basar maupun kecil), diantara ayat al-Qur’an yang melarang 
riba nasi’ah adalah QS. Al-Baqarah: 278-279: 
ا  هُّي أ
ٓ   يَ َنيِذَّلٱََْاُون  ما  ءَْاُوقَّتٱََ َّللّٱََ  نِمَ  يِق بَا  مَْاوُر ذ  وَْا ٓ  و ب ِ رلٱََ  نِينِمۡؤ ُّمَُمتنُكَِنإ٢٧٨َِنإ فََ  ن ِ مَٖبۡر  حِبَْاُون ذۡأ فَْاُول عۡف تَۡمَّلَِ َّللّٱََِهِلوُس  ر  وۡۖۦَ
 َوَ  نوُمِلۡظ تَ  لََُۡمكِل   وۡم أَُسوُءُرَۡمُك ل فَُۡمتُۡبتَِنإ  وَ  نوُم لُۡظتَ  لَ٢٧٩ََ
 
Terjemahnya:  
                                                          
187Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah,(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 181.  
188Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah,(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 183.  
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“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa 
riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika 
kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa 
Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari 
pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan 
tidak (pula) dianiaya”. ( QS. Al-Baqarah: 278-279).189 
Ayat tersebut, jelas mengharamkan riba nasi’ah. QS. Al-Baqarah: 278-279 
menegaskan haramnya riba meskipun kecil. Perjanjian appattimoro’ yang 
dilaksanakan di Kelurahan Campaga, dengan menggunakan akad salam menurut 
pandangan Islam adalah sah. Namun dengan adanya tambahan 2 kali lipat dari juma 
sebelumnya, maka dalam perjanjian appattimoro’ yang dilaksanakan di Kelurahan 
Campaga Kecamatan Tompobulu  Kabupaten Bantaeng tidak sesuai dengan hukum 
Islam, karena termasuk kategori riba. 
 
                                                          
189Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro), h. 36.  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan  uraian tersebut, ada beberapa hal yang dapat penulis simpulkan yaitu: 
1. Praktek perjanjian appattimoro’ yang terjadi di Kelurahan Campaga Kecamatan 
Tompobulu Kabupaten Bantaeng, merupakan perjanjian antara petani dengan 
pattimoro’. Dalam perjanjian appattimoro’ tersebut petani meminjam uang kepada 
pattimoro’, uang tersebut akan dibayar dengan buah kopi, dengan standar atau 
ukuran liter pada musim panen. Perjanjian appattimoro’ tersebut memang pada awal 
ucapannya adalah meminjam uang, tetapi setelah melalui proses ternyata utang uang 
tersebut tidak dibayar dengan uang, melainkan dibayar dengan padi dengan standar 
atau ukuran liter pada musim panen, dan harga sesuai dengan uang yang 
dipinjamkan kepada pattimoro’. 
2. Akad appattimoro’ yang dilaksanakan di Kelurahan Campaga Kecamatan 
Tompobulu Kabupaten Bantaeng, menurut pandangan Islam adalah sah dan 
termasuk akad salam, yaitu akad jual beli barang pesanan diantara pembeli 
(muslam) dengan penjual (muslam ilaih) dengan spesifikasi dan harga barang 
pesanan disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka secara 
penuh. Namun dengan adanya tambahan kopi sebanyak 2 kali lipat, pada saat petani 
tidak bisa memberikan buah kopi pada waktu jatuh tempo (panen). Maka dalam 
perjanjian appattimoro’ tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, karena termasuk 
kategori riba. 
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B. Saran 
Penulis akan menyampaikan saran yang mungkin perlu di telaah kembali. 
Kajian tentang perjanjian appattimoro’ dan pelaksanaannya di Kelurahan Campaga 
Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng, dalam perjanjian tersebut menggunakan 
akad salam. Menurut pandangan Islam ini adalah sah. Namun dalam akad appattimoro’ 
tersebut terdapat tambahan, apabila petani tidak bisa memberikan buah kopi pada 
waktu jatuh tempo (panen). Tambahan tersebut termasuk kategori riba. Hendaknya 
dalam perjanjian appattimoro’ tersebut, apabila petani tidak bisa memberikan buah 
kopi pada waktu jatuh tempo (panen). Maka buah kopi tersebut diberikan pada panen 
berikutnya tanpa ada tambahan. Dalam hubungan muamalah termasuk perjanjian di 
mana perjanjian itu telah dibuat hendaknya kita harus memperhatikan secara terperinci 
dan lebih berhati-hati tentang perjanjian tersebut, jangan sampai ada unsur penipuan 
yang mengakibatkan kerugian di antara salah satu pihak dan jangan sampai perjanjian 
itu mengarah pada unsur riba. 
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